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uji syukur kami panjatkan kep ada Tuhan yang Maha 

Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar 

POM Balai Besar POM di Bandung  Tahun 2021  dapat 

diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki 

komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani, BBPOM di Bandung telah melaksanakan tugas dan 

fungsi yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 

2021  maka disusu nlah Laporan Kinerja  (LAPKIN) Balai Besar 

POM di Bandung Tahu n 2021  ini.  

 

LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja 

dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Badan  Pengawas Obat dan Makanan  dan Addendu m Petunjuk 

Teknis  Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM  

serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan . 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR  
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Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021  memiliki dua fungsi utama yaitu 

(1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder  yang berisi informasi tentang 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran , serta (2)  sarana dan 

upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan d atang 

(performance improvement) , baik dalam bentuk regulasi  maupun alokasi sumber daya yang 

dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung .  

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan 

Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan B adan Pengawas Obat d an Makanan Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid -19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan 

berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap 

Rencana Stategis BPOM Tahun 2020 -2024 guna mengakomodir berbagai perubahan 

lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Bal ai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana Stategis Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020 -2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi 

yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan  diimplemen tasikan dengan baik 

yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Oba t dan Makanan di 

Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana 

Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020 -2024.  Selain 

itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 

(RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis 

tersebut. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis, kendala dan perma salahan yang 

terjadi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK dan RAPK Balai Besar POM 

di Bandung Tahun 2021, namun dengan meningkatkan efektifitas  dan efisiensi sumber daya 

yang ada  serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai .  

Akhir kata, kam i berharap Laporan  Kinerja  Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021  ini 

dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada 

pemberi mandat  dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai 

dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan 

(sustainable and continuing improvement ) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat 

ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  di Bandung pada 

masa yang akan datang . 
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Bandung,     Februari 2022  

Kepala Balai Besar POM di Bandung   

 

 

 

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si  
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aporan Kinerja Tahunan Bala i Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya sekaligus 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Bes ar POM di Bandung dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama tahun 2021. Selain 

sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja  

Tahunan  Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ini merupakan in strumen untuk 

mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama tahun 2021 yang 

dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di t ahun  berikutnya.  

 
Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu -isu dan analisis 

strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 20 20 -2024 ditetapkan. Tujuan 

Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 -2024, yaitu :  

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan 

Makanan . 

2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.  

3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat 

dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan  keberpihakan pada UMKM.  

4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan o bat dan makanan 

yang beredar aman dan bermutu.  

5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan . 

6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan  

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan  yang kredibel dan 

akuntab el dalam memberikan pelayanan publik yang prima.   

 

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam 

merumuskan sasaran kegiatan , kebijakan, program dan kegiatan . Sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Balai 

Besar POM di Bandung Tahun 2021, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran 

strategis yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.  

Pengukur an kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM di Bandung 

Tahun 2021  berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Balai Besar POM di Bandung 

 
RINGKASAN EKSEKUTI F 
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yang telah ditetapkan pada tanggal 08 November 2021 . Perjanjian kinerja tersebut 

merupakan ikh tisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 -2024  yang 

telah dilakukan reviu dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang 

Reviu Rencana S trategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020 -

2024 . 

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi 

Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan, Dari sasaran 

kegiata n tersebut di ukur berdasarkan 29 (dua puluh sembilan indikator) indikator sasaran 

kegiatan. Dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria 

Sangat Baik , 7 (tujuh) indikator sasaran kegiatan dengan kriteria Baik , 2 (dua) indikator 

sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup  dan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan dengan 

kriteria Tidak Dapat Disimpulkan .  

Pada tahun 2021, BBPOM di Bandung melaksanakan 19 (sembilan belas) Rincian Output 

(RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien . Dari data perhitungan  tingkat  efisiensi, nilai 

TE tertinggi adalah KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM  (TE=0,30 ). Berdasarkan 

perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung 

pada tahun 2021  terlaksana secara efisien (TE=0.02).  

 

Pada tahun 20 21, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp.57.089.510.000, -. 

Namun, pada Bulan Mei 2021 dilakukan revisi penghematan tunjangan kinerja THR dan 

Gaji ke 13 BBPOM di Bandung sebesar Rp. 1.654.911.790, -. Sehingga anggaran BBPOM di 

Bandung menjadi Rp. 55.434.598.000, -. Dan pada Bulan Juli 2021 dilakukan Refocusing 

dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, pada pemotongan APBN -P Tahap III 

TA 2021 untuk BBPOM di Bandung dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 

1.875.829.000, - dan pemotongan APBN -P Tahap IV TA 2021 untuk BBPOM di Bandung 

dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.068.000.000, -. Sehingga anggaran BBPOM 

di Bandung berkurang menjadi Rp. 50.490.769.000 ,-, dengan rincian: (1) Program 

Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.322.445.000, -; dan 

(2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp.  26.168.324.000 ,-. 

Pada tahun 2021, realisasi berdasarkan Omspan sebesar Rp. 50.258.696.474, - (99,54%), 

namun berd asarkan SAS sebesar Rp.  50.315.182.634 ,- (99,65%)  

 

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Bandung 

untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, 

baik dari aspek perencanaa n, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi 

pelaksanaannya.  
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Bandung,     Februari 2022  

Kepala Balai Besar POM di Bandung   

 

 

 

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si  
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aporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 disusun sebagai salah satu 

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas  dan fungsi selama  Tahun 2021 

dan tahun kedua dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 -2024 

dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja  ini juga 

sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit org anisasi dan untuk 

mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di 

Bandung.  

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan 

amanat PP Nomor 8 Tahun 2006  tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nom or 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Aku ntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

 

 

 

engawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya 

perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Ind onesia dan untuk 

mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan Obat  dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatan.  

 

 

 
1.2  GAMBARAN UMUM ORGANISASI  

1. 1 LATAR BELAKANG   
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Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan 

organisasi Badan Pen gawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna 

meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu 

dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makananpenataan 

organisasi dan tata kerja  unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 

perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

 

Sebagai tindaklanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM 

adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional 

tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan 

makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepa da Kepala Badan, yang 

secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh 

Sekretaris Utama . Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM seban yak 21(dua puluh satu); b. Balai 

Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 13 (tiga belas); 

dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 39 

(tiga puluh sembilan).  

 

KEDUDUKAN  

UPT BPOM berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara 

teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh 

Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.  

 

TUGAS  

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahu n 2020, Balai Besar POM di Bandung 

mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan pada wilayah kerja masing -masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  
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FUNGSI  

Dalam melaksanakan tugas terseb ut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

b.  pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;  

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan 

kefarmasian;  

d.  pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;  

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;  

f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;  

g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;  

h.  pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;  

i.  pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan  Makanan;  

j.  pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;  

k.  pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan;  

l.  pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;  

m.  pelaksana an pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan;  

n.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan  

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  

 

TABEL 1.1  
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG  

UPT Kedudukan  Wilayah Ker ja  

BBPOM di Bandung  Alamat  

Jl. Pasteur No. 25 
Kelurahan Pasirkaliki, 
Kecamatan Cicendo,  

Kota Bandung  

1.  Kota Bandung  
2.  Kabupaten Subang  
3.  Kabupaten Cianjur  
4.  Kabupaten Garut  
5.  Kabupaten Bandung Barat  
6.  Kabupaten Majalengka  
7.  Kabupaten Sumedang  
8.  Kabupaten Bandung  
9.  Kabupaten Karawang  
10.  Kota Bekasi  
11.  Kabupaten Bekasi  
12.  Kabupaten Sukabumi  
13.  Kota Cimahi  
14.  Kota Sukabumi  
15.  Kabupaten Purwakarta  
16.  Kabupaten Cirebon  
17.  Kota Cirebon,  
18.  Kabupaten Indramayu  
19.  Kabupaten Kuningan  
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truktur Orga nisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun 

berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang  diundangkan pada tanggal 7 

September 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eiring denga n perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 20 21  maka 

muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:  

 

ISU INTERNAL  

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan  

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan 

BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang -

undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Ma kanan secara holistik. Di sisi 

lain,  Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang 

tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.  

GAMBAR  1. 1 
STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG  

KEPALA  

KOORDINATOR DAN KELOMPOK 
JABATAN FUNGSIONAL  

BAGIAN  
TATA USAHA  

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

1.3  STRUKTUR ORGANISASI  

1.4  ISU STRATEGIS  
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pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2021, pemenuhan Standar 

Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 71,55%.  

 

ISU EKSTERNAL  

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung 

adalah sebagai berik ut :  

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan 

yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling 

mendukung guna menjamin tercapainya derajat keseh atan masyarakat yang setinggi - 

tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 

yang  meliputi  berbagai  kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ 

kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) 

ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) 

perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, 

penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefa rmasian melalui 

pemanfaatan sumber daya dalam negeri.  

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di 

Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, 

dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik pre-market  

maupun post-market  Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang 

beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi 

syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut  dilaksanakan  melalui  

berbagai  upaya  secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung ,yaitu  melalui :  

a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan  

Makanan yang beredar  mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, 

penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;  

b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan . 

 

Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi 

covid -19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu major project dalam Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara 

lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan 

kesehatan dan penguatan sumber daya mela lui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. 

Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di 

ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pad a masyarakat, memperkuat sistem 
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pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam 

pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid -19  

  

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosi al untuk menjamin agar setiap rakyat 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya 

kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur 

dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosi al Nasional (SJSN). Dalam 

JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.  

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap 

pengawasan Obat dan Ma kanan. Dampak langsung adalah meningkatnya  jumlah  

permohonan  pendaftaran  produk  obat,  baik  dari  dalam  maupun luar negeri karena 

industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program   pemerintah   tersebut.   

Selain   peningkatan   jumlah    obat   yang   akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat 

bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah 

satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN 

adalah terjadinya peningkat an konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.  

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan 

pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang 

dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas d an fasilitas tersebut, diasumsikan akan 

terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran 

Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan 

pengawasan pre -market melalui sertifikasi CPOB dan post - market melalui intensifikasi 

pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri 

farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB  yang  berlaku  5  (lima)  tahun.  Dari  sisi  

penyediaan  (supply  side)  JKN, kapasitas  dan  kapabilitas  laboratorium  pengujian  BPOM  

harus  terus  diperkuat. Begitu pula dengan  pengembangan  dan pemeliharaan  kompetensi  

SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus 

terus ditingkatkan sesuai dengan  naiknya beban kerja.  

Implementasi JKN dalam menghadapi Pandemi covid -19  pada tahun 2020 juga memberikan 

dampak langsung maupun tidak langsung pada pengawasan Obat dan Makanan. 

Meningkatnya kapasitas produksi industry farmasi maupun obat tradisional yang 

menghasilkan Vitamin, Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, juga industri kosmetik yang 

menggunakan fasilitas produksinya bersamaan dengan produksi hand sanitizer 

menyebabkan dampak langsung pada Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung 

sebagai UPT dar i Badan POM. Sementara dampak tidak langsungnya ke masyarakat 

membuat Balai Besar POM di Bandung harus lebih giat dalam memberikan KIE mengenai 
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cara konsumsi vitamin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang benar; karena 

pastinya konsumsi produk ini akibat pandemi meningkat cukup signifikan.  

 

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional  

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, 

khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh 

lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk 

dalam perjanjian -perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu 

kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan M akanan 

Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara -negara yang tergabung 

dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat 

tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu 

meningkatka n daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada 

pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data 

yang ada, pada tahun  2021 terdapat 8 8 industri farmasi , 54 industri Obat Tradisional, 

24.291  industri PKRT, 187 industri kosmetik,  1802 industri  suplemen makanan, 1 04 Usaha 

Kecil  Obat  Tradisional  ( UKOT),  141 industri alat kesehatan dan 926  Industri Pangan. Hal 

tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan 

stakeho lder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong 

kemandirian pelaku usaha.  

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus 

mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandu ng untuk 

ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. 

Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk 

Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan m utunya 

untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman 

dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.  

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan 

SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan  tahun  2014  

presentase  pemenuhan  SDM  sesuai  beban  kerja  hanya  76,97%. Sedangkan pemenuhan 

SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015 -2019 hanya sebesar 

44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini  menjadi tantangan yang sangat besar dalam 

pengawasan Obat dan Makanan.  

Pandemi covid -19 yang kemudian mendatangkan vaksin dari Tiongkok juga merupakan 

bukti bahwa Badan POM terlibat dalam komitmen internasional, yang akhirnya menantang 

UPT-nya termasuk B alai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan kapasitas dan 

kompetensi SDM -nya terutama dalam hal pengawalan distribusi vaksin dan pengujian 

sampel swab antigen dan RT -PCR.  
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Berdasarkan hal ini , Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiat an 

pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal , dan 

juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. 

Namun demikian,   Balai   Besar   POM   di   Bandung   memiliki   kelebih an   yang   dapat 

dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar 

baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung 

telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan SNI ISO/IEC 1 7025: 2017.  

 

Perubahan Iklim  

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya 

produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya 

ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, d engan harga yang kompetitif. 

Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang 

perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, 

perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyak it baru hasil mutasi gen 

dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya 

sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.  

Menurut  Kementerian  Kesehatan  yang  bekerja  sama  den gan  Research Center for Climate 

Change University of Indonesia (RCCC -UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan 

pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan  iklim,  terdapat  tiga  

penyakit  yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus terka it perubahan iklim dan 

perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari 

ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit  yang banyak ditemukan akibat 

adanya perubahan  iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan ( ISPA) dan penyakit batu ginjal.  

Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan 

meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya 

kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kese hatan.  

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan 

dalam SDGs  (Sustainable Development Goals ) di sektor kesehatan yaitu diantaranya 

mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaik an, serta 

memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk 

mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat 

terkait penyakit -penyakit tersebut , dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pan demi covid -

19 sejak 2020 yang lalu.  

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, 

diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat 

baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat ki mia, varian obat baru ini juga diikuti 

pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar 



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG 
 

11  
 

di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai   Besar   POM   di   Bandung   dalam   

melakukan   pengawasan   terhadap p erkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.  

 

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat  

Kemajuan  dari ekonomi  suatu  provinsi  dapat  dilihat  dari  indikator  makro - ekonomi, 

yakni pendapatan per kapita.  Pada tahun 2018 PDRB per kapita a tas harga berlaku Provinsi 

Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 

sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa 

Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) me njadi tahun 2018 (7,27%).  

Hal ini menunjukan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, 

bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap 

Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Fak tor tersebut dapat menyebabkan 

kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan 

konsumsi jumlah dan jenis produk Obat   dan   Makanan   tanpa   diimbangi   dengan   

pengetahuan   dan   kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat m enimbulkan penurunan 

derajat kesehatan.  

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat  berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020  

yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di 

Indonesia dalam hal jumlah penduduk  terbesar . Terdiri atas laki -laki sebanyak 24,51 juta 

jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat 

dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya 

memberikan informasi dan edukasi publik m engenai produk Obat dan Makanan yang aman.   

Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi 

tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan 

Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal ters ebut juga harus disertai 

dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa 

Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.  

 

Tuntutan masyarakat  

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, r asa dan tren 

gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal 

tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin 

banyaknya lembaga perlindungan konsumen  serta media informasi  baik offlie mau pun 

online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta 

hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.  
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Desentralisasi dan Otonomi Daerah  

Dengan  perubahan  paradigma  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan yang semu la 

sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan  kesehatan  menjadi  

salah  satu  kewenangan  yang  diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. 

Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang  pengawasan 

Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku 

kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum 

optimal.  

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan   dengan   baik,   

diperlukan   komitmen   yang   tinggi,   dukungan   dan  kerjasama  yang baik  dari  para  

pelaku  untuk  menghasilkan  tata penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan  yang  baik.  

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan  menggalang kemitraan yang 

dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan 

masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.  

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin 

meningkat. Hal terse but disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam 

berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa 

diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok 

Kerja Keamanan Pangan  Nasional  di  dalam  Sistem  Keamanan  Pangan  Terpadu  (SKPT), 

Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari 

Bahan Berbahaya, Program Geraka n  Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber 

dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi 

kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak 

ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan 

masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, 

khususnya bagi Laboratorium Balai Bes ar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama 

dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.  

 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis 

produk, akan membawa dampak perubahan secara terus -menerus pada produk Obat dan 

Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung 

untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi 

lain, per kembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di 

Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan 

jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga  dapat menjadi tantangan bagi  

Balai Besar POM  di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan 
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penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu 

pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mu tu pangan dan gizi pangan, 

pengawasan terhadap  kesesuaian label  serta  pengawasan  terhadap  keamanan  kemasan 

pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.  

 

Jejaring Kerja  

Balai  Besar  POM  di  Bandung  menyadari  dalam  pengawasan  Obat  dan Mak anan  tidak  

dapat menjadi  single  player.  Untuk  itu  Balai  Besar  POM  di Bandung mengembangkan 

kerjasama dengan lembaga -lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai 

salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besa r POM di Bandung 

sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring 

Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed  

(INRASFF),  Jaringan  Laboratorium  Pengujian  Pangan  Indonesia  (JLPPI),  Satgas  

Pemberantasan   Obat   dan   Makanan   Ilegal  (Pusat   dan   Daerah), Indonesia Criminal 

Justice  System  (ICJS),  dan  Gerakan  Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal 

(GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring ke rja dengan 

ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed  (ARASFF), World Health Organization  (WHO), 

Codex Alimentarius Commission , Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi 

bidang obat (RHSC), ASEAN Referrences Laboratories  (AFL), Pharmaceutical  Inspection 

Conventionand Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme  (PIC/S), dan International 

Crime Police Organization Interpol . 

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program 

pemberdayaan masyarakat melaui Food Safety Masuk D esa, PJAS, Pasar  Aman  dari  Bahan  

Berbahaya.  Selain  itu,  dilakukan  pengembangan jejaring   komunikasi   melalui   

peningkatan   komunikasi   sosial   melalui   kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi 

(KIE) bersaman tokoh masyarakat serta Iklan L ayanan Masyarakat.  

 

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM  di Bandung  

melaksanakan  reformasi  birokrasi  (RB)  sesuai  PP  Nomor  81  Tahun  2010 tentang Grand 

Design RB 2010 - 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai  Besar  POM  di  Bandung  

merupakan  pengungkit  dalam  pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari 

pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, 

Penataan Tata Laksana, Pen ataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud 

pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani (WBBM).  
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Pandemik  Covid -19  

Kasus positif COVID -19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua 

orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April  2020 , pandemi 

sudah menyebar ke 34 provinsi , termasuk Provinsi Jawa  Barat, Setelah Pemerintah 

Pronvinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 

2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif 

Covid -19 di  Provinsi Jawa Barat   alami peningkatan yang cukup tajam . Hal ini menjadi 

tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan 

penanganan covid -19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa 

pan demik -Covid -19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis 

digital.  
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enstra BPOM Tahun 2020 -2024 disusun mengacu pada arah kebijakan 

dan strategi pembang unan nasional yang tertuang dalam Peraturan 

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun  2020 -2024 serta 

dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM 

sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang 

BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan  yang 

berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran 

strategis, sasaran program, sasaran kegi atan dan indikator kinerjanya.  

 

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada 

tahun 2020 -2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu 

kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju 

cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan 

Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), 

demografi,  program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu 

terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan 

komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta 

perkembangan teknologi.  

 

Diharapkan output  dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM 

Tahun 2020 -2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap 

pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas 

hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target o utcome dan output akan 

dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana 

Strategis/RPJMN sebagai impact assessment .  

 

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, 

permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka  Balai Besar POM di 

Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM 

yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut 

untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga 

keamanan, khasia t/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.  Termasuk dengan 

 
2.1  REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024  
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adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 

Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan 

BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu 

masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, 

dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin 

diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan 

tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan 

salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, 

bangsa, dan negara.  

 

Seiring dengan perubahan lingkun gan strategis yang diantaranya adanya 

perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan 

Badan P engawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Co rona Virus Disease 2019 (Covid -19) 

yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan 

berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu 

terhadap Rencana Stategis BPOM Tahun 2020 -2024 guna mengakomodir berbaga i 

perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung perlu melakukan reviu Rencana 

Stategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020 -2024, 

sehingga berbagai kebijaka n dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat 

teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor 

HK.02.02.12A.12A5.12.21.110 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana S trategis Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020 -2024.  Selain itu, telah 

dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 

(RAPK) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 berdasarkan hasil reviu Rencana 

Strategis tersebut. Berdasarkan hasil reviu Tidak ada perubahan pada Visi, Misi 

dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 -2024 , 

karena tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan BPOM.  Visi, Misi dan 

Tujuan BPOM masih sesuai d engan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM 

yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 -2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 -2024 sebagai berikut:  
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MISI  

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting 

dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator 

pengawasan Obat dan Makanan  yang dilaksanakan secara full spectrum  pada 

periode 2020 -2024, antara lain:  

1.  Undang -Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan 

komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan 

hulu ke hilir. Undang -undang ini diharapkan dapat bersifat lex spesialis yang 

mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik 

(Good Regulatory Practise);  

2.  Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang 

Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;  

3.  Meningkatka n akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku 

usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil 

pengawasan;  

4.  Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah 

Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan people, process, in frastructure;  

5.  Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang 

bermuara pada outcome dan impact.  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di 

Bandung sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamb ar  2.1  Misi  Balai  Besar  POM di  Bandu ng 2020 -20 24 
 
  

SASARAN KEGIATAN  

Sasaran kegiatan ini  disus un berd asarkan visi  dan misi  yang ingin  dicapai B alai  

Besar  POM di B andun g dengan mempert imban gkan tantangan masa depan dan 

sumber  daya serta  infrastruk tu r  yang dimiliki  Balai  Besar  POM di Bandung . Dal am 

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta 
penindakan kejahatan Obat dan Makanan, melalui sinergi 

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman pada seluruh warga 

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, 
efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Obat 
dan Makanan 

Membangun SDM unggul terkait Obat dan 
Makanan dengan mengembangkan kemitraan 
bersama seluruh komponen bangsa, dalam 

rangka peningkatan kualitas manusia 
Indonesia 

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha 
Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap 
UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi 
yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian 

bangsa 



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG 
 

21  
 

kurun  waktu  5 (l ima) tahun (2020-2024 ) ke depan d iha rapkan Balai  Besar POM 

di B andun g akan dapat  mencapai s asaran  kegiatan sebagaimana tergambar pada 

peta  stra tegi le vel II  Balai  Besar POM di B andun g yang berdasarkan hasil reviu 

dirubah menjadu sebagai ber iku t  

 
 

Gam bar  2.2 Pet a Strat egi  Level  II  Balai  Besar  POM di  Bandung 
 

Sumber : Konsensus  BPOM 
 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan  di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda 

pembangunan 2020 -2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, 

indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi 

sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:  
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Tabel 2.1  
Perubahan  

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target  BBPOM di Bandung   
Tahun 2020 -2024  

 

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja  
Target Kinerja (Semula)  Target Kinerja (Menjadi)  

2020  2021  2022  2023  2024  2021  2022  2023  2024  

STAKEHOLDER PERSPECTIVE  

SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung  

1.  Persentase Obat yang memenuhi 
syarat  80,8  83,6  86,6  90  92,3  97  97.5  98  98.5  

2.  Persentase Makanan yang 
memenuhi syarat  78  80  82  84  86  80  82  84  86  

3.  Persentase Obat yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan  

90  91  92  93  94  95  95.5  96  94  

4.  Persentase Makanan yang aman 
dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan  

72  73  75  76  78  70  72  74  76  

5.  Persentase pangan fortifikasi yang 
memenuhi syarat            70  72  74  76  

SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja          
BBPOM di Bandung  

6.  Indeks kesadaran masyarakat 
(awareness index) terhadap Obat 
dan Makanan aman dan bermutu  

72  75  78  81  83  71  74  77  80  

SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di Bandung  

7.  Indeks kepuasan pelaku usaha 
terhadap pemberian bimbingan dan 
pembinaan pengawasan Obat dan 
Makanan   

83  85  86  87,5  89  91.1  92.3  93.4  94.6  

8.  Indeks Kepuasan masyarakat atas 
kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan   

71  74  77  80  83  77.83  80.22  82.62  85.01  

9.  Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Publik BBPOM di 
Bandung  

88,5  90,5  91  91,5  92  89,50  90,50  91,00  92,00  

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE  

SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja 
BBPOM di Bandung  

10.  Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil Inspeksi sarana 
produksi dan distribusi yang 
dilaksanakan  

87  89  91  93  95  96  97  98  99  

11.  Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi yang ditindaklanjuti 
oleh pemangku kepentingan  

56,9  63,9  70,9  78  85  64  71  78  85  

12.  Persentase keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan tepat 
waktu  

85  88  91  94  97  88  91  94  97  

13.  Persentase sarana produksi Obat 
dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan  

50  55  60  65  70  57  61  66  70  

14.  Persentase sarana distribusi Obat 
dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan  

76  78  80  81  82  74  76  78  80  

15.  Indeks pelayanan publik BBPOM di 
Bandung  

3,7  3,75  3,81  4,16  4,51  4,29  4,38  4,46  4,55  



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG 
 

23  
 

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja  
Target Kinerja (Semula)  Target Kinerja (Menjadi)  

2020  2021  2022  2023  2024  2021  2022  2023  2024  

16.  Persentase UMKM yang memenuhi 
standar  

          - 77  79  81  

SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja  BBPOM di 
Bandung  

17.  Tingkat efektifitas KIE Obat dan 
Makanan  

70  73  77  80  83  92  93.8  95.7  97.6  

18.  Jumlah sekolah dengan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman  

20  42  62  82  104  42  76  112  150  

19.  Jumlah desa pangan aman  9 19  28  37  47  19  28  37  47  
20.  Jumlah  pasar pangan aman 

berbasis komunitas  
4 8 13  18  23  8 13  18  23  

SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di 
Bandung  

21.  Persentase sampel obat yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

82  85  88  91  94  100  100  100  100  

22.  Persentase sampel makanan yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

82  84  86  88  90  100  100  100  100  

SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung  

23.  Presentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di bidang 
Obat dan Makanan  

74  78  82  86  90  65  67  69  71  

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE  

SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal  

24.  Indeks RB BBPOM di Bandung  91  92  93  94  95  82.8  83.8  84.8  85.8  
25.  Nilai AKIP BBPOM di Bandung  81  85  90  91  92  83  85.5  88  90.5  

SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal  

26.  Indeks Profesionalitas ASN BBPOM 
di Bandung  

75  77  80  82  85  79  80  81  82  

SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan  

27.  Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian Obat dan 
Makanan sesuai standar GLP   

76  79  81  85  90  79  84  89  94  

28.  Indeks pengelolaan data dan 
informasi BBPOM di Bandung yang 
optimal  

1,51  2 2,26  2,5  3 2 2.25  2.5  3 

SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel  

29.  Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 
Bandung  

93  94  95  96  97  95.1  95.3  95.6  95.9  

30.  Tingkat Efisiensi Penggunaan 
Anggaran BBPOM di Bandung  

Efisien  
(92%) 

Efisien  
(92%) 

Efisien  
(92%) 

Efisien   
(92%) 

Efisien   
(92%) 

Efisien     
(95%) 

- - - 
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encana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 

adalah bentuk penjabaran langkah -langkah pencapaian kinerja yang 

akan dilakukan pada tahun 2021 dan juga sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiat an. RKT 

Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor 

HK.02.02.12A.12A5.12.21.110A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor. HK.02. 02.103.1031.06.20.1060B 

tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung 

Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 berikut:  

 

Tabel 2.2  
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung   

Tahun 2021  
 

NO SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  TARGET  
SEMULA  

TARGET 
MENJADI  

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang 
memenuhi syarat di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  
  

1.  Persentase Obat yang memenuhi 
syarat  

83,6  97  

2.  Persentase Makanan yang 
memenuhi syarat  

80  80  

3.  Persentase Obat yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan  

91  95  

4.  Persentase Makanan yang aman 
dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan  

73  70  

5.  Persentase pangan fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

- 70  

2. Meningkatnya 
kesadaran masyarakat 
terhadap keamanan 
dan mutu Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Bandung  

6.  Indeks kesadaran masyarakat 
(awareness index) terhadap Obat 
dan Makanan aman dan bermutu  

75  71  

3. Meningkatnya 
kepuasan  
pelaku usaha dan 
Masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  

7.  Indeks kepuasan pelaku usaha 
terhadap pemberian bimbingan 
dan pembinaan pengawasan Obat 
dan Makanan   

85  91.1  

8.  Indeks Kepuasan masyarakat atas 
kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan   

74  77.83  

9.  Indeks Kepuasan Masyarakat 
terhadap Layanan Publik BBPOM 
di Bandung  

90,5  89,50  

4. Meningkatnya 
efektivitas  

10.  Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil Inspeksi sarana 

89  96  

2.2  RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT ) TAHUN 2021  
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NO SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  TARGET  
SEMULA  

TARGET 
MENJADI  

(1) (2) (3) (4) (5) 
pemeriksaan sarana 
Obat dan Makanan 
serta pelayanan publik 
di wilayah kerja 
BBPOM di Bandung  
  
  
  

produksi dan distribusi yang 
dilaksanakan   

11.  Persentase 
keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan  

63,9  64  

12.  Persentase keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan tepat 
waktu  

88  88  

13.  Persentase sarana produksi Obat 
dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan  

55  57  

14.  Persentase sarana  distribusi Obat 
dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan  

78  74  

15.  Indeks pelayanan publik  BBPOM 
di Bandung  

3,75  4,29  

5. Meningkatnya 
efektivitas Komunikasi, 
informasi, edukasi 
Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  

16.  Tingkat efektifitas KIE Obat dan 
Makanan  

73  92  

17.  Jumlah sekolah dengan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah  (PJAS) 
Aman  

42  42  

18.  Jumlah desa pangan aman  19  19  

19.  Jumlah pasar pangan aman 
berbasis komunitas  

8 8 

6. Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan produk 
dan pengujian Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  

20.  Persentase sampel obat yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

85  100  

21.  Persentase sampel makanan yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

84  100  

7. Meningkatnya 
efektivitas penindakan 
kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Bandung  

22.  Presentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di bidang 
Obat dan Makanan  

78  65  

8. Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintahan BBPOM 
di Bandung yang 
optimal  

23.  Indeks RB BBPOM di Bandung  92  82.8  
24.  Nilai AKIP BBPOM di Bandung   85  83  

9. Terwujudnya  SDM 
BBPOM di Bandung 
yang berkinerja 
optimal  

25.  Indeks Profesionalitas ASN BBPOM 
di Bandung  

77  79  

10.  Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data dan 
Informasi pengawasan 
Obat dan Makanan  

26.  Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian Obat dan 
Makanan sesuai standar GLP   

79  79  

27.  Indeks pengelolaan data dan 
informasi BBPOM di Bandung 
yang optimal  

2 2 

11.  Terkelolanya 
Keuangan BBPOM di 
Bandung secara 
Akuntabel  

28.  Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 
Bandung   

94  95.1  

29.  Tingkat Efisiensi Penggunaan 
Anggaran BBPOM di Bandung  

Efisiensi 
(92%) 

Efisien si       
(95%) 
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etelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2021, maka 

disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan RKT Tahun 2021 dengan target 

dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan 

sebesar Rp. 57.089.510.000 . Namu n dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 -2024 dan Perubahan RKT Tahun 2021, maka 

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2021 telah dilakukan perubahan 

berdasarkan dokumen tersebut diatas ditetapk an pada tanggal 08 November 2021 dengan 

anggaran sebesar Rp. 50.490.769.000, -, sebagaimana tabel 2.3 berikut:  

 

Tabel 2.3  
Perubahan Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung   

Tahun 2021  
NO SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  TARGET  

SEMULA  
TARGET 
MENJADI  

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang 
memenuhi syarat di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  
  

1.  Persentase Obat yang memenuhi 
syarat  

83,6  97  

2.  Persentase Makanan yang 
memenuhi syarat  

80  80  

3.  Persentase Obat yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan  

91  94  

4.  Persentase Makanan yang aman 
dan bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan  

73  70  

5.  Persentase pangan fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

- 70  

2. Meningkatnya 
kesadaran masyarakat 
terhadap keamanan 
dan mutu Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Bandung  

6.  Indeks kesadaran masyarakat 
(awareness index) terhadap Obat 
dan Makanan aman dan bermutu  

75  71  

3. Meningkatnya 
kepuasan  
pelaku usaha dan 
Masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan  di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  

7.  Indeks kepuasan pelaku usaha 
terhadap pemberian bimbingan 
dan pembinaan pengawasan Obat 
dan Makanan   

85  91.1  

8.  Indeks Kepuasan masyarakat atas 
kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan   

74  77.83  

9.  Indeks Kepuasan  Masyarakat 
terhadap Layanan Publik BBPOM 
di Bandung  

90,5  89,50  

4. Meningkatnya 
efektivitas  
pemeriksaan sarana 
Obat dan Makanan 
serta pelayanan publik 
di wilayah kerja 
BBPOM di Bandung  
  

10.  Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil Inspeksi sarana 
produksi dan distribusi yang 
dilaksanakan   

89  96  

11.  Persentase 
keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan  

63,9  64  

 2.3  PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021  
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NO SASARAN KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  TARGET  
SEMULA  

TARGET 
MENJADI  

(1) (2) (3) (4) (5) 
  
  

12.  Persentase keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan tepat 
waktu  

88  88  

13.  Persentase sarana produksi Obat 
dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan  

55  57  

14.  Persentase sarana  distribusi Obat 
dan Makanan yang memenuhi 
ketentuan  

78  74  

15.  Indeks pelayanan publik BBPOM 
di Bandung  

3,78  4,35  

5. Meningkatnya 
efektivitas Komunikasi, 
informasi, edukasi 
Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  

16.  Tingkat efektifitas KIE Obat dan 
Makanan  

89,18  92  

17.  Jumlah sekolah dengan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 
Aman  

42  42  

18.  Jumlah desa pangan aman  19  19  

19.  Jumlah pasar pangan aman 
berbasis komunitas  

8 8 

6. Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan produk 
dan pengujian Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  

20.  Persentase sampel obat yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

85  100  

21.  Persentase sampel makanan yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

84  100  

7. Meningkatnya 
efektivitas penindakan 
kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Bandung  

22.  Presentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di bidang 
Obat dan Makanan  

78  65  

8. Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintahan BBPOM 
di Bandung yang 
optimal  

23.  Indeks RB BBPOM di Bandung  92  82.8  

24.  Nilai AKIP BBPOM di Bandung   85  83  

9. Terwujudnya SDM 
BBPOM di Bandung 
yang berkinerja 
optimal  

25.  Indeks Profesionalitas ASN BBPOM 
di Bandung  

77  79  

10.  Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data dan 
Informasi pengawasan 
Obat dan Makanan  

26.  Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian Obat dan 
Makanan sesuai standar GLP   

79  79  

27.  Indeks pengelolaan data dan 
informasi  BBPOM di Bandung 
yang optimal  

2 2 

11.  Terkelolanya 
Keuangan BBPOM di 
Bandung secara 
Akuntabel  

28.  Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di 
Bandung   

94  95.1  

29.  Tingkat Efisiensi Penggunaan 
Anggaran BBPOM di Bandung  

Efisiensi 
(92%) 

Efisien si       
(95%) 

Kegiatan :  

1.  Pengawasan Obat dan 
Makanan di seluruh 
Indonesia  

2.  Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana BPOM  

Anggaran (Semula)  

Rp. 31.191.604.000, - 

Rp.  25.897.906.000, - 

Anggaran (Menjadi)  

Rp. 50.490.769.000, - 
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encana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021 menyajikan target 

triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar 

POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:  

Tabel 2.4  
Rencana Aksi Perjanjian  Kinerja (RAPK)  

Tahun 2021  

NO SASARAN 
KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  

  TARGET  ANGGARAN  
(Rp)  

B03  B06  B09  B10  B11  B12   

(1) (2) (3) (4) (5) (6)   (7) (8) 
1.  Terwujudnya Obat 

dan Makanan yang 
memenuhi syarat di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  
  
  
  

1.  Persentase Obat yang 
memenuhi syarat  

83,6%  83,6%  83,6%  97%  97%  97%  412.453.800, - 

2.  Persentase Makanan 
yang memenuhi syarat  

80%  80%  80%  80%  80%  80%  89/641.500, - 

3.  Persentase Obat yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan  

91%  91%  91%  94%  94%  94%  212.476.200, - 

4.  Persentase Makanan 
yang aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan  

73%  73%  73%  70%  70%  70%  48.268.500, - 

5.  Persentase pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

   70%  70%  70%  24.330.000, - 

2.  Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat terhadap 
keamanan dan mutu 
Obat dan Makanan 
di wilayah kerja 
BBPOM di Bandung  

6.  Indeks kesadaran 
masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat 
dan Makanan aman dan 
bermutu  

     71  116.652.000, - 

3.  Meningkatnya 
kepuasan  
pelaku usaha  dan 
Masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan 
di wilayah kerja 
BBPOM di Bandung  
 

7.  Indeks kepuasan pelaku 
usaha terhadap 
pemberian  bimbingan 
dan pembinaan 
pengawasan Obat dan 
Makanan   

     91,1  91.667.000, - 

8.  Indeks kepuasan 
masyarakat atas kinerja 
pengawasan  Obat dan 
Makanan   

     77,83  52.270.000, - 

9.  Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Layanan Publik BBPOM 
di Bandung  

     89,50  129.270.000, - 

4.  Meningkatnya 
efektivitas  
pemeriksaan sarana 
Obat dan Makanan 
serta pelayanan 
publik di wilayah 
kerja BBPOM di 
Bandung  
  
  
  
  
  

10.  Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil 
Inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 
yang dilaksanakan             

89%  89%  89%  96%  96%  96%  18.900.000, - 

11.  Persentase 
keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi yang 
ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan  

63,9%  63,9%  63,9%  64%  64%  64%  3.540.000, - 

12.  Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi 
yang diselesaikan tepat 
waktu  

88%  88%  88%  88%  88%  88%  655.120.000, - 

13.  Persentase sarana 
produksi Obat  dan 
Makanan yang 
memenuhi ketentuan  

55%  55%  55%  57%  57%  57%  569.809.000, - 

14.  Persentase sarana  
distribusi Obat dan 

78%  78%  78%  74%  74%  74%  758.120.000, - 

2.4  RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 
TAHUN 2021  
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NO SASARAN 
KEGIATAN  INDIKATOR KINERJA  

  TARGET  ANGGARAN  
(Rp)  

B03  B06  B09  B10  B11  B12   

(1) (2) (3) (4) (5) (6)   (7) (8) 
Makanan yang 
memenuhi ketentuan  

15.  Indeks pelayanan publik 
BBPOM di Bandung  

     4,35  60.911.000, - 

5.  Meningkatnya 
efektivitas 
Komunikasi, 
informasi, edukasi 
Obat dan Makanan 
di wilayah kerja 
BBPOM di Bandung  
  

16.  Tingkat efektifitas KIE 
Obat dan Makanan  

89,18  89,18  89,18  92  92  92  5.604.012.000, - 

17.  Jumlah sekolah dengan 
Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) Aman  

0% 40%  55%  55%  55%  42  345.620.000, - 

18.  Jumlah desa pangan 
aman  

0% 25%  40%  40%  40%  19  726.561.000, - 

19.  Jumlah pasar aman dari 
bahan berbahaya  

5% 60%  70%  70%  70%  8 171.259.000, - 

6.  Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan produk 
dan pengujian Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM 
di Bandung  

20.  Persentase sampel obat 
yang diperiksa dan diuji 
sesuai standar  

17,5%  37,5%  62,5%  100%  100%  100%  889.680.000, - 

21.  Persentase sampel 
makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar  

22,5%  42,5%  65%  100%  100%  100%  434.043.000, - 

7.  Meningkatnya 
efektivitas 
penindakan 
kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Bandung  

22.  Presentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di 
bidang Obat dan 
Makanan  

46%  60%  68%  65%  65%  65%  999.603.000, - 

8.  Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintahan 
BBPOM di Bandung 
yang optimal  

23.  Indeks RB BBPOM di 
bandung  

     82,8  694.155.000, - 

24.  Nilai AKIP BBPOM di 
Bandung  

     83  17.214.000, - 

9.  Terwujudnya  SDM 
BBPOM di Bandung 
yang berkinerja 
optimal  

25.  Indeks Profesionalitas 
ASN BBPOM di Bandung  

     79  22.480.179.000, - 

10.  Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data dan 
Informasi 
pengawasan Obat 
dan Makanan  
  

26.  Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian 
Obat dan Makanan 
sesuai standar GLP   

     79%  10.445.978.000, - 

27.  Persentase pengelolaan 
data dan informasi 
BBPOM di Bandung 
yang optimal  

0,5  1 1,5  2 2 2 482.904.000, - 

11.  Terkelolanya 
Keuangan BBPOM di 
Bandung secara 
Akuntabel  

28.  Nilai Kinerja Anggaran 
BBPOM di Bandung  

24  48  72  95,1  95,1  95,1  83.208.000, - 

29.  Tingkat Efisiensi 
Penggunaan Anggaran 
BBPOM di Bandung  

Efisiensi 
(92%) 

Efisiensi 
(92%) 

Efisiensi 
(92%) 

Efisiensi 
(95%) 

Efisiensi 
(95%) 

Efisiensi 
(95%) 

3.872.924.000, - 

 

 

 

 

eberha silan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian 

indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. 

Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung 

merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja d ilakukan 

dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan 

sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. 

2.5  METODE PENGUKURAN  
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3.1  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

3.2  REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021  
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esuai dengan yang tercantum di dalam Revisi Rencana Strategis Balai Besar POM 

di Bandung tahun 2020 -2024 dan Perubahan Penetapan K inerja Balai Besar 

POM di Bandung tahun 2021  memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan . Pencapaian 

keseluruhan sasaran kegiatan  Balai Besar POM di Bandung pada tahun 202 1 secara 

lengkap adalah sebagai berikut:   

TABEL 3.1  
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 20 21 

SASARAN KEGIATAN  
NILAI 

PENCAPAIAN 
SASARAN  

KRITERIA  

1.  TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN 
YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH 
KERJA BBPOM DI BANDUN G 

99,81  BAIK  
 

2.  MENINGKATNYA KESADARAN 
MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN 
DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN 
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG  

110,32  SANGAT BAIK  

 

3.  MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU 
USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP 
KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN 
MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI 
BANDUNG  

95,95  BAIK  
 

4.  MENINGKATNYA EFEKTIVITAS 
PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN 
SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH 
KERJA BBPOM DI BANDUNG  

101,38  BAIK  
 

5.  MENINGKATNYA EFEKTIVITAS 
KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI 
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA 
BBPOM DI BANDUNG  

99,82  BAIK  
 

6.  MENINGKATNYA EFEKTIVITAS 
PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN 
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA 
BBPOM DI BANDUNG  

89,42  CUKUP 
 

7.  MENINGKATNYA EFEKTIVITAS 
PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN 
MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI 
BANDUNG  

128,32  
TIDAK DAPAT 

DISIMPULKAN  

 

8.  TERWUJUDNYA TATAKELOLA 
PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG 
YANG OPTIMAL  

98,53  BAIK  
 

9.  TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI 
BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL  

107,32  BAIK  
 

 
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  
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SASARAN KEGIATAN  
NILAI 

PENCAPAIAN 
SASARAN  

KRITERIA  

10.  MENGUATNYA LABORATORIUM, 
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  

84,67  CUKUP 
 

11.  TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI 
BANDUNG SECARA AKUNTABEL  100,61  BAIK  

 

 

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 2 9 indikator kinerja utama. 

Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing -masing 

sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:  

 

  TABEL 3.2  
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI  DAN PERSENTASE CAPAIAN  

PENCAPAIAN INDIKATO R KINERJA UTAMA TAHUN 20 21  
 

NO SASARAN 
KEGIATAN  INDIKATOR  TARGET  REALISASI  CAPAIAN 

(%) 

CAPAIAN (%)  
PENYESUAIA

N 

KRITERIA 
CAPAIAN  

1.  Terwujudnya 
Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi syarat 
di wilayah kerja 
BBPOM di 
Bandung  

1.  Persentase obat 
yang memenuhi 
syarat  

97 ,00% 95,88% 98 ,85% 98 ,85% Baik  

2.  Persentase 
Makanan yang 
memenuhi syarat  

80,00%  87 ,06% 108 ,83% 108 ,83% Baik  

3.  Persentase Obat 
yang aman dan 
bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan  

94 ,00%  91 ,96% 97 ,83% 104,99%  Baik  

4.  Persentase 
Makanan yang 
aman dan 
bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan  

70 ,00%  74,16% 105,94 % 105 ,94% Baik  

5.  Persentase pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

70 ,00%  61 ,33% 87,62 % 87 ,62% Cukup  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  99,81%  99,81%  BAIK  

2.  Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
keamanan dan 
mutu Obat dan 
Makanan wilayah 
kerja BBPOM di 
Bandung  

6.  Indeks kesadaran 
masyarakat 
(awareness index ) 
terhadap Obat dan 
Makanan aman 
dan bermutu  

71,00%  78 ,33% 110,32%  110,32%  Sangat Baik  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  110 ,32 % 110 ,32 % SANGAT BAIK  

3.  Meningkatnya 
kepuasan pelaku 
usaha dan 
Masyarakat 
terhadap kinerja 
pengawasan Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 

7.  Indeks kepuasan 
pelaku usaha 
terhadap 
pemberian 
bimbingan dan 
pembinaan 
pengawasan Obat 
dan Makanan  

91,10  91,10  86 ,40% 94 ,84% Baik  
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NO SASARAN 
KEGIATAN  INDIKATOR  TARGET  REALISASI  CAPAIAN 

(%) 

CAPAIAN (%)  
PENYESUAIA

N 

KRITERIA 
CAPAIAN  

BBPOM di 
Bandung  

 

8.  Indeks kepuasan 
masyarakat atas 
kinerja 
pengawasan Obat 
dan Makanan  

77,83  69 ,12  88,81%  88,81%  Cukup  

9.  Indeks kepuasan 
masyarakat 
terhadap layanan 
publik BBPOM di 
Bandung  

89,50 93 ,27  104,21%  104,21%  Baik  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  95,95%  95,95%  BAIK  

4.  

 

Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
Obat dan 
Makanan serta 
pelayanan publik 
di wilayah kerja 
BBPOM di 
Bandung  

 

10.  Persentase 
keputusan/ 
rekomendasi hasil 
inspeksi sarana 
produksi dan 
distribusi yang 
dilaksanakan.  

96,00%  92,10%  95,94%  95,94%  Baik  

11.  Persentase 
keputusan/ 
rekomendasi hasil 
inspeksi yang 
ditindaklanjuti 
oleh pemangku 
kepentingan  

64,00%  56,14%  87,72%  87,72%  Cukup  

12.  Persentase 
keputusan 
penilaian 
sertifikasi yang 
diselesaikan tepat 
waktu  

88,00%  101 ,63%  115,48%  115,48%  Baik  

13.  Persentase sarana 
produksi Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
ketentua n 

57,00%  51,13%  89,71%  89,71%  Cukup  

14.  Persentase sarana 
distribusi Obat 
dan Makanan yang 
memenuhi 
ketentuan  

74,00%  86 ,16%  116,44%  116,44%  Sangat Baik  

15.  Indeks Pelayanan 
Publik BBPOM di 
Bandung  

4,35  4,48  102,99%  102,99%  Baik  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  101,38%  101,38%  BAIK  

5.  Meningkatnya 
efektivitas 
komunikasi, 
informasi, 
edukasi Obat dan 
Makanan  di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Bandung  

16.  Tingkat efektifitas 
KIE Obat dan 
Makanan   

92,00  91,35  99,29%  99,29%  Baik  

17.  Jumlah sekolah 
dengan Pangan 
Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) 
aman  

42 
 

42  100,00%  100,00%  Baik  

18.  Jumlah desa 
pangan aman  

19 
 

19  100,00%  100,00%  Baik  

19.  Jumlah pasar 
aman dari bahan 
berbahaya  

8 
 

8 100,00%  100,00%  Baik  



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG 
 

35  
 

NO SASARAN 
KEGIATAN  INDIKATOR  TARGET  REALISASI  CAPAIAN 

(%) 

CAPAIAN (%)  
PENYESUAIA

N 

KRITERIA 
CAPAIAN  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  99,82%  99,82%  BAIK  

6.  Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
produk dan 
pengujian Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Bandung  

20.  Persentase sampel 
Obat yang 
diperiksa dan diuji 
sesuai standar  

100,00%  87,03%  87,03%  87,03%  Cukup  

21.  Persentase sampel 
Makanan yang 
diperiksa dan diuji 
sesuai standar  

100,00%  91,82%  91,82%  91,82%  Baik  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  89,42%  89,42%  CUKUP  

7.  Meningkatnya 
efektivitas 
penindakan 
kejahatan Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Bandung  

22.  Persentase 
keberhasilan 
penindakan 
kejahatan di 
bidang Obat dan 
Makanan  

65,00%  83,40%  128,32%  128,32%  Tidak Dapat 
Disimpulkan  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  128,32%  12 0,00 % TIDAK DAPAT 
DISIMPULKAN  

8.  Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintahan 
BBPOM di 
Bandung yang 
optimal  

23.  Indeks RB BBPOM 
di Bandung  

82,80  82,66  99,83%  99,83%  Baik  

24.  Nilai AKIP BBPOM 
di Bandung  

83,00  80,70  97,23%  97,23%  Baik  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  98,53%  98,53%  BAIK  

9.  Terwujudnya 
SDM BBPOM di 
Bandung yang 
berkinerja 
optimal  

25.  Indeks 
Profesionalitas 
ASN BBPOM di 
Bandung  

79,00  84,78  107,32%  107,32%  Baik  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  107,32%  107,32%  BAIK  

10
. 

Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data 
dan informasi 
pengawasan Obat 
dan Makanan  

26.  Persentase 
pemenuhan 
laboratorium 
pengujian Obat 
dan Makanan 
sesuai standar 
GLP 

79,00%  76,50%  96,84%  96,84%  Baik  

27.  Indeks 
pengelolaan data 
dan informasi 
BBPOM di 
Bandung yang 
optimal  

2,00  1,45  72,50%  72,50%  Cukup  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  84,67%  84,67%  CUKUP  

11
. 

Terkelolanya 
keuangan 
BBPOM di 
Bandung secara 
akuntabel  

28.  Nilai Kinerja 
Anggaran BBPOM 
di Bandung  

95,10 90,78  95 ,46% 95 ,46% Baik  

29.  Tingkat Efisiensi 
Penggunaan 
Anggaran BBPOM 
di Bandung  

Efisien 
(95%) 

Efisien 
(99,33 %) 

104,56% 104,56% Baik  

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  100 ,0 1% 10 0,0 1% BAIK  
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Pada tahun 202 1, terdapat satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria sangat 

baik, tujuh (7) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria baik, dua (2) pencapaian 

sasaran kegiatan dengan kriteria cukup dan satu (1) pencapaian sasaran kegiatan 

dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Secara rinci setiap sasaran kegiatan  akan 

dijelaskan pada pembahasan berikutnya.  

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung pada Tahun 2021 berdasarkan 

Perspective Balance Score Card  sebesar 101 , dengan rincian Nilai Kinerja Stakeholder 

Perspective  (102);  Nilai Kinerja Internal Process Perspective  (105)  dan Nilai Kinerja 

Learning and Growth Perspective  (98), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:  

 
TABEL 3.3  

NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN  
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD   

TAHUN 20 21   

Perspective  Sasaran Kegiatan  
Nilai 

Pencapaian 
Sasaran  

Nilai 
Pencapaian 
Perspective  

STAKEHOLDERS 
PERSPECTIVE  

1.  TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG 
MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI 
BANDUN G 

99,81  

102  

2.  MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP 
KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH 
KERJA BBPOM DI BANDUNG  

110,32  

3.  MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN 
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN 
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI 
BANDUNG  

95,95  

INTERNAL 
PROCESS 

PERSPECTIVE  

4.  MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT 
DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI 
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG  

101,38  

10 3 

5.  MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, 
INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI 
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG  

99,82  

6.  MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK 
DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH 
KERJA BBPOM DI BANDUNG  

89,42  

7.  MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN 
KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA 
BBPOM DI BANDUNG  

120,00  

LEARNING AND 
GROWTH  

PERSPECTIVE  

8.  TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM 
DI BANDUNG YANG OPTIMAL  98,53  

98  

9.  TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG 
BERKINERJA OPTIMAL  107,32  

10.  MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA 
DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  84,67  

11.  TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG 
SECARA AKUNTABEL  100,01  

NILAI KINERJA ORGANISASI  10 1 

 
Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target 

dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini  : 
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Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat ) indikator yang seluruhnya 

merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan ke empat  indikator tersebut, 

diperoleh  nilai pencapaian sasaran sebesar 99,81 % dengan kriteria  Baik . Hasil 

selengkap nya dapat dilihat pada tabel 3. 4.  

 
TABEL  3.4  

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN  KE -1  
TAHUN 20 21  

 

INDIKATOR  TARGET  REALISASI  CAPAIAN  KRITERIA  

1.  Persentase Obat yang 
Memenuhi Syarat  97,00%  95,88%  98,85%  Baik  

 

2.  Persentase Makanan 
yang Memenuhi Syarat  80,00%  87,06%  108,83%  Baik  

 
3.  Persentase Obat yang 

Aman dan Bermutu 
Berdasarkan Hasil 
Pengawasan  

94,00%  91,96%  97,83%  Baik  

 
4.  Persentase Makanan 

yang Aman dan 
Bermutu Berdasarkan 
Hasil Pengawasan  

70,00%  74,16%  105,94%  Baik  

 
5.  Persentase pangan 

fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

70,00%  61,33%  87,62%  Cukup  

 

NILAI PENCAPAIAN SASARAN  99,81%  BAIK  
 

 

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran  kegiatan kesatu , sebagai berikut :  

 

1.  PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT  

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel 

acak memenuhi syarat pada  tahun  202 1 dibandingkan dengan total sampel acak yang 

diperiksa dan diuji pada tahun  202 1. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, 

psikotropika, pre kursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika .  Sampel 

acak adalah sampel yang disampling  terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei 

Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 202 1. Kriteria Obat Tidak 

Memenuhi Syarat, melip uti: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG 
MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM 
DI BANDUNG  
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B.  PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 202 1 DENGAN 

TAHUN 2020  

Persentase obat yang 

memenuhi syarat pada tahun 

2021 sebesar 95,88% 

sedangkan pada tahun 2020 

sebesar 97,62%. Jika 

dibandingkan antara tahun 

2021 terhadap tahun 2020, 

terjadi penurunan realisasi 

kinerja sebesar 1,74% dan 

capaian kinerja sebesar 

21,97%. Sec ara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.2 . 

 

C.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 2020 DENGAN TARGET 
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024  
 

Target Rencana Strategis 

tahun 2020 -2024 yang 

ditetapkan pada indikator 

sasaran strategis sesuai 

dengan dokumen Reviu 

Renstra adalah sebesar 

98,50%. Jika nilai pencapaian 

sasaran pada tahun 202 1 

dihitung terhadap target 

tersebut, maka capaian 

kinerja tahun 202 1 terhadap 

target Rencana Strategis  

Tahun 2020 -2024 sebesar 97 ,34 % dengan kriteria Baik. Secara lengk ap dapat 

dilihat pada grafik 3.3 . 

  

Realisasi
Tahun 2020

Realisasi
Tahun 2021

Persentase Obat yang
Memenuhi Syarat 97,62% 95,88%

97,62%

95,88%

90%

95%

100%

GRAFIK 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" 
TAHUN 2020 DAN 2021

90%

95%

100%

Target
Renstra

Realisasi Capaian

Persentase Obat yang
Memenuhi Syarat 98,50% 95,88% 97,34%

98,50%

95,88%

97,34%

GRAFIK 3.3
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 

TERHADAP  TARGET RENSTRA TAHUN 2020 -2024
"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" 
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D.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN KINERJA 
BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  

 

Realisasi kinerja 

Persentase Obat yang 

Memenuhi Syarat dari 

yang tertinggi secara 

berturut -turut yaitu : 

Balai Besar POM di 

Bandung (9 5,88% ), 

Balai Besar POM di 

Makassar  (95,45%), 

Balai Besar POM di 

Surabaya  (88,27% ) 

dan Balai  Besar POM 

di Jakarta (74,88%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan 

terhadap target nasional (94,75%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai 

Besar POM di Bandung (101,19%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.4.  

 
 
E.  ANALISIS P ENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF 

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  
 

Keberhasilan capaian  kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 

disebabkan antara lain : 

 Meningkatnya kepatuhan produsen Obat  terhadap pedoman yang telah 

ditetapkan. Pada tahun 2021 jumlah sarana produksi obat, obat tradisional, 

dan kosmetika yang memenuhi ketentuan dalam pemenuhan GMP sebesar 

81,34 % dari 1 34  sarana . Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah 

sarana produksi obat, obat tradis ional, dan kosmetika yang memenuhi 

ketentuan dalam pemenuhan GMP sebesar 78,34% dari 157 sarana yang 

diperiksa.  

 Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. 

KIE dilaksanakan melalui media sosial berupa infografis tentang Obat dan, 

media elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat tentang Obat dan 

Makanan. Selain itu KIE dilakukan melalui Webinar Sosialisasi KIE melalui 

Film Pendek bekerjasama deng an Pramuka sebanyak 5 kali. Balai besar POM 

di Bandung menyelenggarakan kegiatan Lomba Film Pendek yang 

menghasilkan 1093 Film pendek tentang obat dan makanan.  

50%

70%

90%

110%

130%

BANDUNG MAKASSAR SURABAYA JAKARTA
Target Nasional 94,75% 94,75% 94,75% 94,75%

Realisasi 95,88% 95,45% 88,27% 74,88%

Capaian 101,19% 100,74% 93,16% 79,03%

94,75%
94,75% 94,75% 94,75%95,88% 95,45%

88,27%

74,88%

101,19% 100,74%
93,16%

79,03%

GRAFIK 3.4
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021

DENGAN BALAI BESAR POM LAIN 
TERHADAP TARGET NASIONAL

"PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" 
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 Meskipun capaian berhasil dengan kriteria baik akan tetapi realisasi kinerja 

mengalami penurunan  dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan 

karena p ada tahun 2021 terdapat peningkatan target persentase obat 

memenuhi syarat sebesar 97,00% , yaitu meningkat 16,2% jika dibanding kan  

dengan tahun 2020 (80,80% ). Hal ini karena dari hasil review dengan 

mempertimbangkan data capaian tahun 2020 sehingga tahun 2021 t arget yang 

ditetapkan dinaikkan menjadi 97%.  Juga t erjadi peningkatan jumlah sampel 

obat yang tidak memenuhi syarat. Apabila kita bandingkan jumlah sampel 

obat yang disampling secara acak pada tahun 20 20  terhadap tahun 202 1, 

terdapat peningkatan hasil tidak memenuhi syarat sebesar 15% (tahun 20 20  : 

47  sampel, tahun 202 1 : 54 sampel). Peningkatan berasal dari produk obat, 

obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.  Hasil pengujian Oba t yang 

TMS sebanyak 54 sampel yang terdiri dari TMK penandaan (37 sampel ) dan 

TMS mutu pengujian (17 sampel ). Parameter Uji TMS, meliputi  Produk  Obat  

(Disolusi) , Produk  Obat Tradisional (Mikrobiologi seperti Angka Kapang 

Khamir, Kadar air dan Bahan kimia O bat). Produk Kosmetik (Kadar Metanol) 

dan Suplemen Kesehatan (Kadar Air, Kadar Kofein).   

 

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 

tersebut antara lain:  

 Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan   

Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana 

produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat 

dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.  
 Peningkatan pelaksanaan Komunika si Informasi Edukasi tentang peraturan, 

klarifikasi berita hoax terkait Obat,  Public Warning  Obat yang diterbitkan oleh 

Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, 

Instagram, Ig Live), media masa melalui Iklan Layanan Masyarakat 

bekerj asama dengan radio, wawancara dengan radio. Bekerjasama dengan 

stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh 

masyarakat) melaksanakan KIE melalui Webinar Webinar Sosialisasi KIE 

melalui pembuatan film pendek sebanyak 5 kal i maupun tatap muka dengan 

Tokoh Masyarakat dan tetap memperhatikan protokol Kesehatan sebanyak 2 

kali. Ditambahkan poksi infokom    

 Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan 

kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, masyaraka t tentang 

Obatdan Makanan yang memenuhi ketentuan.  Pembinaan  juga  dilakukan saat 

pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian 

dengan memberikan informasi mengenai cek klik.   
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Kesehatan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 jumlah sarana produksi 

yang diperiksa sejumlah 132 sarana.  

 Adanya kegiatan Layanan Informasi se rta Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) baik secara langsung dan daring maupun melalui media 

elektronik dan media sosial.  

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 
(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  
 
Rekomendasi perbaikan kinerje ke depan yaitu  :  

 Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam 

pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat 

tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB 

dan CDOB. Dengan kondisi pandemi yang sudah menurun  dengan tetap 

menjaga prokes pencapaian target produksi selama triwulan IV dapat 

dioptimalkan dengan pemeriksaan secara luring.  

 Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action 

(CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, diantar anya dengan 

pemantauan rutin CAPA yang masuk dan yang telah dievaluasi.  

 Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberian layanan informasi tentang Obat 

secara daring maupun tatap muka.  

 Peningkatan  kegiatan sosialisasi (KIE) tentang peraturan terkait Obat kepada 

pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada 

stakeholder dan masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang 

diterbitkan oleh Badan POM. KIE tentang obat juga dilakuk an melalui Media 

Sosial serta KIE yang dilaksanakan melalui Webinar Warta POPA yang 

dilaksanakn setiap bulan.  

 Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota 

setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan 

sarana di stribusi Obat.  

 Pro justicia memiliki arti demi hukum, untuk hukum atau undang -undang.  

Secara formal sanksi administrative  pro justicia menunjukkan bahwa 

tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum 

yang sah dan memiliki kekuatan h ukum mengikat.  Pembinaan dan 

penyebaran informasi  mengenai p enerapan sanksi, baik administratif atau 

pro justicia, terhadap  sarana  produksi dan distribusi yang 

memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang 

beredar dilakukan melalui tata p muka maupun daring menggunakan Media 

sosial dan media elektronik.  
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A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1  

Pada tahun 202 1, target 

yang ditetapkan pada 

indikator sasaran ini sesuai 

dengan target yang 

ditetapkan pada Penetapan 

Kinerja Tahun 202 1 adalah 

sebesar 80,00% . Realisasi 

yang diperoleh pada tahun 

202 1 sebesar 87 ,06%, 

dengan rincian 424 sampel 

memenuhi syarat  dan 63 

sampel tidak memenuhi syarat . Total sampel acak yang diperiksa dan diuji 

sebanyak 487 sampel . Dengan demikian capaian indikator sasaran tersebut diatas 

adalah sebesar 108,83%  dengan kriteria Baik.  

 

B.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  DAN CAPAIAN KINERJA T AHUN 202 1 
DENGAN TAHUN 20 20  
 

Persentase makanan yang 

memenuhi syarat pada tahun 

2021 sebesar 87,06% 

sedangkan pada tahun 2020 

sebesar 76,80%. Hal ini  

menunjukkan terjadinya 

peningkatan realisasi  untuk 

indikator kegiatan ini. Hal 

tersebut dapat dilihat pada 

grafik 3.2. menunjukan 

bahwa  pada tahun 2021 

terjadi peningkatan persentase sampel makanan memenuhi syarat sebesar 10,74% 

dibandingkan  dengan tahun 2020 .  

  

Realisasi Tahun
2020

Realisasi Tahun
2021

Persentase Makanan
yang Memenuhi Syarat 76,80% 87,06%

76,80%

87,06%

75%

80%

85%

90%

GRAFIK 3.6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" 
TAHUN 2020 DAN 2021

50%

70%

90%

110%

Target Realisasi Capaian
Persentase Makanan yang

Memenuhi Syarat 80,00% 87,06% 108,83%

80,00%
87,06%

108,83%

GRAFIK 3.5
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN

"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" 
TAHUN 2021
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C.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN TARGET 

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024  

 
Target Rencana Strategis 

tahun 2020 -2024 yang 

ditetapkan pada indikator 

sasaran kegiatan ini  

adalah sebesar 86,00%. 

Jika realisasi kinerja pada 

tahun 202 1 dihitung 

terhadap target tersebut, 

maka nilai pencapaian 

sasaran pada tahun 202 1 

sebesar 101,23 %. Secara lengk ap dapat dilihat pada gambar 3.7.  

 

D.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN KINERJA BALAI 
BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  
 

Realisasi kinerja 

Persentase Makanan  

yang Memenuhi Syarat 

dari yang tertinggi 

secara berturut -turut 

yaitu : Balai Besar POM 

di Jakarta (99,72% ), 

Balai Besar POM di 

Bandung (87,06%), 

Balai Besar POM di 

Makassar (86, 04%) dan 

Balai  Besar POM di 

Surabaya (85,14 %). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap 

target nasional (86,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di 

Jakarta (115,95%). Secara lengk ap dapat dilihat pada grafik 3.8 . 

 

E.  ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALT ERNATIF SOLUSI YANG  
TELAH  DILAKUKAN   
 

Peningkatan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2021 ini disebabkan oleh :  

 Pada tahun 2021 terdapat perubahan kesimpulan hasil akhir untuk kriteria 

TMK sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2021. Sampel dengan 

kriteria TMK Minor dengan hasil uji MS maka kesimpulan akhir MS. Berbeda 

70%

80%

90%

100%

110%

Target
Renstra

Realisasi Capaian

Persentase Makanan yang
Memenuhi Syarat 86,00% 87,06% 101,23%

86,00% 87,06%

101,23%

GRAFIK 3.7
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP  

TARGET RENSTRA TAHUN 2020 -2024
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" 
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70%

90%

110%

130%

BANDUNG MAKASSAR SURABAYA JAKARTA
Target Nasional 86,00% 86,00% 86,00% 86,00%

Realisasi 87,06% 86,04% 85,14% 99,72%

Capaian 101,23% 100,05% 99,00% 115,95%

86,00% 86,00% 86,00% 86,00%
87,06%

86,04% 85,14% 99,72%
101,23% 100,05% 99,00%

115,95%

GRAFIK 3.8
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021

DENGAN BALAI BESAR POM LAIN 
"PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" 
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dengan tahun 2020 kesimpulan akhir untuk k riteria TMK tidak ada kategori 

Minor ataupun Mayor seperti tahun 2021 jadi hasil uji MS kesimpulan akhir 

tetap TMS.   

 Pada tahun 202 1, jumlah sarana produksi makanan yang tidak memenuhi 

ketentuan dalam pemenuhan GMP sebesar 72% dari 175 sarana yang 

diperiks a. Apabila dibandingkan dengan tahun 20 20  yaitu sebesar 59,43%  

maka terdapat peningkatan terhadap ketidakpatuhan pemenuhan GMP dari 

sarana produksi yang diperiksa. Jika dilihat dari hasil pengawasan sarana 

produksi makanan dapat terlihat penurunan tingkat ketidakpatuhan 

produsen makanan. Ketidakpatuhan produsen makanan disebabkan karena 

ada pemenuhan beberapa aspek CPPOB yang belum diterapkan dengan baik.  

 Terdapat peningkatan jumlah sarana produksi makanan yang memenuhi 

ketentuan yang diperiksa pada  tahun 2021  yaitu sebanyak 49  sarana. 

Peningkatan ini merupakan dampak inisiatif dari sarana produksi makanan 

dalam kepatuhan pemenuhan GMP dari sarana produksi yang diperiksa .  

 Pada tahun 2021  terdapat  22 sampel TMK label/penandaan (TMK 

label/penandaan Kr iteria  Major sebanyak 13 sampel dan Tanpa Ijin Edar 

sebanyak 9 sampel) dan sebanyak 46 sampel TMS hasil pengujian,  dimana 

sebagian besar berasal dari sampel yang melebihi persyaratan parameter uji 

mikrobiologi seperti Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapan g Khamir (AKK) 

dan Enterobacteriaceae dan parameter uji kimia dengan Bahan Tambahan 

Pangan (BTP) yang melebihi persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik ( CPPOB).  

 Meningkatnya kepatuhan sarana distribusi makanan terhadap pedoman yang 

telah ditetapkan. Pada tahun 202 1, jumlah sarana distribusi makanan yang 

memenuhi ketentuan  sebesar 77,44% dari 164 sarana yang diperiksa. Apabila 

dibandingkan dengan tahun 20 20  yaitu sebesar 65,61%  maka terdapat 

peningkatan terhadap ketidakpatuhan dari sarana distribusi yang diperiksa.  

 Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi,Informasi dan Edukasi 

(KIE)  baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial.  

 

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 

tersebut antara lain :  

 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran ma syarakat terhadap produk 

makanan yang memenuhi standar melalui KIE yang intensif baik melalui 

sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media sosial berupa 

infografis dan IG Live Kelo Geulis maupun elektronik berupa Iklan Layanan 

Masyarakat (ILM)  bekerjasama dengan Radio serta kegiatan KIE melalui 
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Webinar Warta POPA tentang Obat dan Makanan.  Pada tahun 2021, KIE 

melalui media social sebanyak 756 posting.  

 Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action 

(CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.  

 Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait 

pemenuhan CPPOB yaitu sebanyak 177 sarana produksi yang diperiksa pada 

tahun 2021.  

 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual 

retail prod uk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan, yaitu 

sebanyak 127 sarana distribusi yang diperiksa pada tahun 2021.  

 Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke 

produsen, yaitu sebanyak 777 label pangan.  

 Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi 

dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota 

setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana 

distribusi Makanan.  

 Penerapan sanksi,  baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana  

produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan makanan Tanpa 

Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. Sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran 

Undang -undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan . Pengawasan terhadap 

produk makanan yang beredar antara lain melalui kegiatan Operasi Daerah 

dan Operasi Rutin Penindakan yang sudah direncanakan sesuai tingkat 

prioritasnya. Pada tahun 2021  dilakukan pengawasan melalui patroli siber 

terkait produksi/distribusikan  Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar. 

Untuk tindak lanjut dari patroli siber yang sudah dilakukan adalah 

melaporkan hasil patroli siber dan kemudian akan dilakukan take down  oleh 

Badan POM Pusat.   

 Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Eduka si tentang peraturan, 

klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan 

makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui 

media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui Iklan Layana 

Masyarakat b ekerjasama dengan radio. Bekerjasama dengan stakeholder 

(instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) . 

 

F.  ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN  
PENCAPAIAN KINERJA  
 

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah :  

 Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh 

BBPOM di Bandung meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD dan Industri 

Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pada tahun 2021 jumlah sarana produk si yang  
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memenuhi ketentuan meningkat hal ini disebabkan kepatuhan sarana 

produksi makanan terhadap pedoman CPPOB yang telah ditetapkan sudah 

sesuai ketentuan.  

 Diadakannya kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Program Manajemen 

Resiko bagi Pelaku Usaha Produksi Pangan Olahan dan Sarana Peredaran 

Pangan di Bandung pada tanggal 25 November 2021  

 

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 

(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Bandung ke depan  adalah:  

 Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, 

klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan 

makanan yang diterbitkan oleh Badan PO M kepada masyarakat luas melalui 

media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui Iklan Layanan 

Masyarakat (ILM) bekerjasama dengan radio.   

 Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait 

pemenuhan CPPOB.  

 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual 

retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan.  

 Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasa n terhadap sarana produksi 

dan distribusi makanan.  

 

H.  ANALISIS  ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  
 

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas  secara terperinci 

pada poin 3.2  

 

3.  PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU 
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN  

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  diukur dengan 

membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2020 

dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2020. Obat 

meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen 

kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat 

berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan 

sampling targeted /purposive tahun 2020. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, 

meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk k adaluwarsa; 

(3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat 

berdasarkan pengujian. Al ur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara 
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B.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN TAHUN 20 20  

Persentase obat yang aman 

dan bermutu pada tahun 

2021 sebesar 91,96% 

sedangkan pada tahun 2020 

sebesar 94,49%. Jika 

dibandingkan antara tahun 

2021 terhadap tahun 2020, 

terjadi penurunan realisasi 

kinerja sebesar 2,53%. 

Secara lengkap da pat dilihat 

pada gambar 3. 10.   

 

C.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 202 1 DENGAN RENCANA 
STRATEGIS TAHUN 2020 -202 4 
 

Target Rencana Strategis 

tahun 2020 -2024 yang 

ditetapkan pada indikator 

sasaran strategis adalah 

sebesar 96 %. Jika nilai 

pencapaian sasaran pada 

tahun 202 1 dihitung terhadap 

target tersebut, maka nilai 

pencapaian sasaran tahun 

202 1 terhadap  target Rencana 

Strategis  Tahun 2020 -2024  (95,79 %). Secara l engkap dapat dilihat pada grafik  

3.1 1. 

  

Realisasi Tahun
2020

Realisasi Tahun
2021

Persentase Obat yang
aman dan bermutu
berdasarkan hasil

pengawasan

94,49% 91,96%

94,49%
91,96%

80%
83%
86%
89%
92%
95%

GRAFIK 3.10
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

"PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU 
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" 

TAHUN 2020 DAN 2021

80%

90%

100%

Target
Renstra

Realisasi Capaian

Persentase Obat yang
aman dan bermutu
berdasarkan hasil

pengawasan

96,00% 91,96% 95,79%

96,00%

91,96%

95,79%

GRAFIK 3.11
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 TERHADAP  

TARGET RENSTRA TAHUN 2020 -2024
"PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU 

BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" 
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D.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN  202 1 DENGAN KINERJA 
BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  
 

Realisasi kinerja 

Persentase Obat yang 

Aman dan Bermutu 

Berdasarkan Hasil 

Pengawasan dari 

yang tertinggi secara 

berturut -turut yai tu : 

Balai Besar POM di 

Makassar (92,58 %), 

Balai Besar POM di 

Bandung (91,96%), 

Balai Besar POM di 

Surabaya (86,73 %) dan Balai  Besar POM di Jakarta (59,74 %). Jika realisasi kinerja 

indikator tersebut dibanding kan terhadap target nasional (87 ,50%), maka capaian 

kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di  Makassar ( 105,81 %). Secara lengkap 

dapat dilihat pada grafik 3. 12 . 

 
E.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA 

ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  
 

Penurun an  capaian kinerja sasaran ini disebabkan antara lain : 

 Pada tahun 2021,  pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung 

dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Dari 

684 sampel yang diperiksa dan diuji terdapat 55 sampel tidak me menuhi 

syarat   yang terdiri dari 30 sampel TMK Penandaan, 25 sampel tidak 

memenuhi syarat (yang berasal dari sampel Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan). Parameter uji yang TMS meliputi TMS uji mikrobiologi, kadar air 

dan kadar vitamin).  

 Pada tahun 202 1 di Balai Besar POM Bandung terdapat sampel e katalog yang 

disampling  pada produsen obat saat inspeksi CPOB, sampel kasus obat Covid 

di sarana pelayanan kefarmasian (hilir).  

 

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 

tersebut antara lain :  

 Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, 

klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan 

makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui 

media social (facebook, Instagram, Ig L ive), media masa melalui iklan layanan 

50%

70%

90%

110%

130%

BANDUNG MAKASSAR SURABAYA JAKARTA
Target Nasional 87,50% 87,50% 87,50% 87,50%

Realisasi 91,96% 92,58% 86,73% 59,74%

Capaian 105,10% 105,81% 99,12% 68,27%

87,50% 87,50% 87,50% 87,50%91,96%
92,58%

86,73%

59,74%

105,10% 105,81%
99,12%

68,27%

GRAFIK 3.12
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021

DENGAN BALAI BESAR POM LAIN 
"PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU 

BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" 
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masyarakat bekerjasama dengan radio. KIE Sosialisasi  Film Pendek Bekerjasama 

dengan Pramuka sebanyak 5 kali.  

 Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, 

organisasi profesi, tokoh masyara kat) melaksanakan KIE melalui IG Live Kelom 

Geulis tentang Alur Perizinan Obat Tradisional.Peningkatan kerjasama dengan 

stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil 

pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.    

 Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta 

masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan. Penerapan sanksi 

administratif terhadap sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK) mulai dari peringatan, perin gatan keras dan penghentian 

sementara kegiatan.  

 Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta 

masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan. Penerapan sanksi 

administratif terhadap sarana produksi dan distribusi yang Tidak Mem enuhi 

Ketentuan (TMK) mulai dari peringatan, peringatan keras dan penghentian 

sementara kegiatan.  

 Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi 

dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ 

dilarang beredar. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat 

berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk 

diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. 

Jika pelanggaran masuk pad a ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat 

dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Penerapan sanksi baik 

administratif atau pro justicia diharapkan mampu memberikan efek jera bagi 

masyarakat luas.  

 

F.  ANALISIS  PROGRAM  /  KEGIATAN YANG MENUNJANG KEB ERHASILAN 
PENCAPAIAN KINERJA  
 
Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :  

 Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan 

oleh BBPOM di Bandung, dilakukan sesuai perencanaan pada triwulan IV. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap 

produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan 

kefarmasian sebanyak 684  sampel .  

 Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan 

secara rutin oleh BBPOM di Bandung, meliputi sarana Industri Farmasi, Industri 

Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, 

Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada triwulan IV tahun 

2021 jumlah sarana produ ksi yang diperiksa sejumlah  132 sarana.  
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 Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan 

dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana 

distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, 

Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit,Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, 

kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada triwulan IV tahun 2021 jumlah 

sarana di stribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah  920 

sarana.  

G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 
(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  

 

Rekomendasi  perbaikan kinerja  adalah sebagai berikut :  

 Intensifikasi pengawasan sarana produks i dan distribusi Obat dalam 

pemenuhan CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB. Meningkatkan monitoring 

pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak 

lanjut pengawasan setiap minggu.  

 Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Kom unikasi, 

Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung maupun melalui media sosial 

berupa infografis tentang Obat da Makanan maupun IG Live Kelom Geulis 

Tentang Obat Tradisional serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).   

 Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang  peraturan terkait Obat kepada pelaku 

usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan 

masyarakat tentang adanya Public Warning Obat yang diterbitkan oleh Badan 

POM yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.  

 Peningkatan kerjasama dengan stakeholder  (Dinas Kesehatan Kab./Kota 

setempat)terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana 

distribusi Obat. Pembinaan dan pelayanan informasi tentang Obat dan 

Makanan terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang 

memenuhi ketentuan.  

 

 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas  secara terperinci 

pada poin 3.2 .  

 

4.  PRESENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU 
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN  
 

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan  

diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada 

tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji 
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B.  PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN 
TAHUN 20 20  
 

Persentase sampel makanan 

yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan pada tahun 

2020 sebesar 67,25% dan 

tahun 2021 sebesar 74,16%. 

Realisasi kinerja indikator 

ini  tidak dapat 

dibandingkan karena 

terdapat perbedaan definisi 

operasional. Pada tahun 

2021 terdapat perubahan definisi operasional yaitu sampel targeted/purposive , 

kecuali sampel pangan fortifikasi.  Sedangkan tahun 2020, samp el 

targeted/purposive termasuk sampel pangan fortifikasi. Akan tetapi jika diukur 

dengan definisi operasional tahun 2021 diperoleh realisasi tahun 2020 sebesar 

66,67%. Hal ini menunjukan bahwa pada tahun 202 1 terjadi peningkatan 

persentase sampel makanan y ang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan 

sebesar 7, 49% dibandingkan  dengan tahun 20 20 . 

 

C.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN TARGET 
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024  

 
Target Rencana Strategis 

tahun 2020 -2024 yang 

ditetapkan pada indikator 

sasaran kegiatan  adalah 

sebesar 7 6,00%. Jika realisasi 

kinerja pada tahun 202 1 

dihitung terhadap target 

tersebut, maka capaian 

kinerja pada tahun 202 1 

sebesar 97,58 %. Secara 

lengkap da pat dilihat pada 

grafik  3.15.  

  

Realisasi Tahun
2020

Realisasi Tahun
2021

Persentase Makanan
yang aman dan

bermutu berdasarkan
hasil pengawasan

67,25% 74,16%

67,25%

74,16%

55%
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GRAFIK 3.14
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

"PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN 
BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" 

TAHUN 2020 DAN 2021
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Persentase Makanan yang
aman dan bermutu
berdasarkan hasil

pengawasan

76,00% 74,16% 97,58%

76,00% 74,16%

97,58%

GRAFIK 3.15
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 

TERHADAP  TARGET RENSTRA TAHUN 2020 -2024
"PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN 

BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" 
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D.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN KINERJA BALAI 

BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  
 

Realisasi kinerja 

Persentase Makanan 

yang Aman dan 

Bermutu 

Berdasarkan Hasil 

Pengawasan dari 

yang tertinggi secara 

berturut -turut yaitu 

: Balai Besar POM di 

Jakarta  (94,93 %), 

Balai Besar POM di 

Surabaya (82,57%), Balai Besar POM di Makassar  (79,02 %) dan Balai  Besar POM 

di Bandung (74,16 %). Jika realisasi k inerja indikator tersebut dibandingkan 

terhadap target nasional ( 81 ,50%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai 

Besar POM di  Jakarta (116,48 %). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3. 16 . 

 

E.  ANALISIS KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG 
DILAKUKAN   
 

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan IV tahun 

2021 disebabkan antara lain  : 

 Adanya perubahan definisi operasional sasaran kinerja, dimana pangan 

fortifikasi tidak termasuk dalam pengukuran indikator k inerja ini, karena yang 

berkontribusi sangat besar untuk sampel TMS berasal dari pangan fortifikasi. 

Pada tahun 2021 hasil pengujian sampel makanan yang TMS sebanyak 69 

sampel (25,84%) dari total 267 sampel makanan yang diperiksa dan diuji . Hasil 

pengujian sampel makanan yang TMS tersebut, sebagian besar berasal dari 

sampel PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) dan sampel UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) sebanyak 46 sampel tidak memenuhi syarat parameter 

uji mikrobiologi, yaitu Angka Lempeng Total (ALT), Angka Kapang Khamir 

(AKK) yang melebihi persyaratan serta mengandung bakteri P Aeruginosa dan 

E. Coli dan  12 sampel tidak memenuhi syarat parameter uji kimia, yaitu 

pemanis siklamat yang melebihi batas persyaratan.  

Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha 

terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik ( CPPOB). 
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BANDUNG MAKASSAR SURABAYA JAKARTA
Target Nasional 81,50% 81,50% 81,50% 81,50%

Realisasi 74,16% 79,02% 82,57% 94,93%

Capaian 90,99% 96,96% 101,31% 116,48%
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GRAFIK 3.16
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021

DENGAN BALAI BESAR POM LAIN 
"PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU 

BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" 
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Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 

tersebut antara lain :  

 Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait 

pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action 

(CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.  

 Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, 

klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan 

makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui 

media  social (facebook, Instagram, Ig Live) serta iklan layanan masyarakat 

bekerjasama dengan radio.  

 

F.  ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN  
PENCAPAIAN KINERJA  
 
Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :  

 Telah dilaksanakannya kegiatan program nasional keamanan pangan yang 

meliputi PJAS Aman, Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari 

Bahan Berbahaya.  

  

Gambar 3. 1 Kegiatan Bimtek Komunitas dan Pelaku Usaha pangan Desa 

program Gerakanan Keamanan Pangan Des a 

       
Gambar 3. 2 Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan untk kader keamanan  

pangan di sekolah  

        
Gambar 3. 3 Kegiatan Bimtek Petugas Pengelola Pasar  
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G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA KE DEPAN 
(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  
 

Rekomendasi perbaikan kinerja kedepan adalah sebagai berikut :  

 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk 

makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik 

melalui sosialisasi langsung atau melalui media sos ial Instagram, Facebook dan 

Twitter adan Youtube. KIE melalui Webinar warta POPA dan Sosialisasi dalam 

rangka KIE Film Pendek bekerjasama dengan Pramuka.  

 Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait 

pemenuhan CPPOB.  

 Meningkatkan pengawa san dan pembinaan terhadap distributor dan penjual 

retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.  

 Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana 

produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan  pangan 

fortifikasi secara langsung di tempat produsen.  

 

H.  ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci 

pada poin 3.2.  

 

5.  PRESENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI 

SYARAT  
Persentase pangan fortifikasi  yang memenuhi syarat diukur dengan 

membandingkan jumlah sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada 

tahun 2021 dibandingkan dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa 

dan diuji pada tahun 2021. Pangan fortif ikasi adalah pangan olahan yang 

ditetapkan oleh ketentuan perundang -undangan untuk diperkaya dengan zat gizi 

mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar 

dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesu ai dengan 

Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai 

ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru 

yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, 

penandaan/label, dan pengujian. Peng ambilan keputuan MS/TMS hanya 

berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan 

fortifikasi. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. 9.  
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E.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN TARGET 
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 -2024  

 
Target Rencana Strategis tahun 

2020 -2024 yang ditetapkan 

pada indikator sasaran 

kegiatan  adalah sebesar 

76,00%. Jika realisasi kinerja 

pada tahun 202 1 dihitung 

terhadap target tersebut, maka 

capaian kinerja pada tahun 

202 1 sebesar 80,70 %. Secara 

lengkap dapat dilihat pada 

gambar 3. 15.  

 
E.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN KINERJA BALAI 

BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  
 

Realisasi kinerja 

persentase pangan 

fortifikasi yang 

memenuhi syarat  dari 

yang tertinggi secara 

berturut -turut yaitu : 

Balai Besar POM di 

Surabaya  (97,69 %), 

Balai Besar POM di 

Jakarta (81,67%), 

Bal ai Besar POM di Bandung  (61,33 %) dan Balai  Besar POM di Makassar (60,00 %). 

Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional 

(90 ,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di  Surabaya 

(108,54 %). Secara lengkap  dapat dilihat pada grafik 3. 16 . 

 

G. ANALISIS KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH 
DILAKUKAN   
 

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan 

antara lain  : 

 Pada tahun 2021 hasil pengujian sampel pangan fortifikasi yang TMS sebanyak 

58 sampel (38,67%) dari total 150 sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan 
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Realisasi 61,33% 60,00% 97,69% 81,67%

Capaian 68,14% 66,67% 108,54% 90,74%
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GRAFIK 3.19
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021

DENGAN BALAI BESAR POM LAIN 
"PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI 

SYARAT" 
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diuji . H asil pengujian sampel makanan yang TMS tersebut, sebagian besar 

berasal dari sampel fortifikasi garam beryodium, yaitu s ebanyak 54 sampel 

mengandung KIO3 yang substandard, dan 4 sampel tepung terigu mengandung 

Vitamin B2 dan asam folat yang substandar. Hal  ini menunjukkan bahwa masih 

kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penambahan fortifikan yang 

memenuhi standar.  

 Belum terpenuhinya GMP sarana produksi garam, dimana sebagian besar sarana 

produksi garam masih merupakan UMKM.  

 

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 

tersebut antara lain :  

 Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan , terutama 

sarana produksi garam  terkait pemenuhan CPPOB melalui pelaksanaan 

Corrective Action Preventive Action ( CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut 

pengawasan.  

 Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan , 

klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan 

makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas  melalui 

media social (facebook, Instagram, Ig Live) serta iklan layanan masyarakat 

bekerjasama dengan radio.  

 

H.  ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEGAGALAN 
PENCAPAIAN KINERJA  
 

Berikut adalah kegiatan yang menunjang ke gagalan pencapaian kinerja :  

 Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha tentang aspek CPPOB serta 

kesadaran untuk mempertahankan pemenuhan aspek CPPOB tidak hanya pada 

saat di inspeksi namun sudah menjadi kebijakan yang harus ditaati sarana 

produksi.  

 
 

 

I.  UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 
(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  
 

 Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait 

pemenuhan CPPOB.  

 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual 

retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.  

 Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana 

produksi dan distribusi makanan serta melakukan advokasi pengawasan pangan 

fortifikasi secara langsung di tempat produsen.  
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B.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN TAHUN 20 20   

 
Indeks kesadaran masyarakat 

(awareness index) terhadap 

Obat dan Makanan aman  dan 

bermutu di Provinsi Jawa Barat 

pada tahun 2020 sebesar 78 ,33 

sedangkan pada tahun 20 20 

sebesar 67, 35 , terdapat 

peningkatan  sebesar  10,98 . 

 

C.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN RENCANA 
STRATEGIS TAHUN 2020 -2024  
 

Target indikator tersebut 

yang ditetapkan pada  akhir 

periode Rencana Strategi s 

Tahun 2020 -2024 sebesar 

80,00 . Jika realisasi kinerja 

pada t ahun 202 1 dihitung 

terhadap target tersebut, 

maka capaian kinerjanya 

sebesar 97 ,91% dengan  

kriteria  Baik . 

 
 
 
D.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI 

BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  

 
Realisasi kinerja dari 

Indeks kesadaran 

masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan 

Makanan aman  dan 

bermutu yang tertin ggi 

secara berturut -turut 

yaitu : Balai Besar POM di 

Jakarta  (87,12 ), Balai 

Besar POM di Bandung 

(78,33), Balai Besar POM 

Realisasi Tahun
2020

Realisasi Tahun
2021

Indeks kesadaran
masyarakat

(awareness index)
terhadap Obat dan

Makanan aman dan
bermutu

67,35 78,33
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GRAFIK 3.21
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
"INDEKS KESADARAN MASYARAKAT 

(AWARENESS INDEX ) TERHADAP OBAT DAN 
MAKANAN AMAN DAN BERMUTU" 
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Realisasi 78,33 74,11 73,36 87,12
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di Makassar  (74,11 ) dan Balai  Besar POM di Surabaya (73,36 ). Jika realisasi kinerja 

indikator tersebut dibandi ngkan terhadap target nasional ( 77,00 ), maka capaian 

kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di  Jakarta (113,14 %). Secara lengkap 

dapat dilihat pada grafik 3 .20.  

E.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA 
ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DI LAKUKAN  

 
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 202 1 termasuk dalam 

kriteria Baik, artinya sudah adanya kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Barat 

mengenai obat dan makanan aman  namun perlu ditingkatkan . Penyebab 

keberhasilan  capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:  

 Adanya peningkatan aspek pengetahuan d an perilaku terkait Obat dan 

Makanan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).  

 Gencarnya peran media social, media elektronik dan media cetak untuk 

menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan . 

 

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada 

tahun 2021, antara lain :  

 Peningkatan aspek pengetahuan dan perilaku terkait Obat dan Makanan 

dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).  

 Melakukan evaluasi terhada p efektivitas kegiatan KIE.  

 Mengembangkan kegiatan KIE yang lebih varatif sesuai dengan karakteristik 

wilayah Jawa Barat.  

 Mengoptimalkan peran media sosial media elektronik dan media cetak untuk 

menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan.  

 

F.  ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN 
PENCAPAIAN KINERJA  

 
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja, antara lain:  

 Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) baik secara langsung dan daring maupun melalui media elektronik dan 

media sosial.  
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KIE IG Live Kelom Geulis  KIE Infografis pada Medsos  

 
 

Webinar Warta POPA dengan tema 
Menjadi Konsumen Cerdas  

KIE bekerjasama dengan pramuka  

  
KIE bekerjasama dengan tokoh masyarakat  

Gambar 3. 4 
Kegiatan KIE yang telah diselenggarakan oleh BBPOM di Bandung  

 

 Adanya gebyar KIE 1095 Film Pendek Obat dan Makanan, BBPOM di Bandung 

bekerjasama dengan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat Tahun 

2021 dan mendapatkan anugerah Rekor MURI pada tanggal 03 September 

2021.  
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Gambar 3. 5 
Gebyar KIE 1095 Film Pendek Obat dan Makanan  

 

 
G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 

(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  
 

 Peningkatan aspek pengetahuan dan perilaku terkait Obat dan Makanan 

dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).  

 Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE.  

 Mengembangkan kegiatan KIE  yang lebih varatif  sesuai dengan karakteristik 

wilayah Jawa Barat.  

 Mengoptimalkan peran media sosial untuk menyebarluaskan informasi 

terkait obat dan makanan  

 Mengembangkan metode dan sarana untuk melaksanakan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE)  

 Meningkatkan kompetensi p etugas agar dapat melakukan pengembangan 

metode dan sarana melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)  

 
 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

 

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci 

pada poin 3.2.  

 

 

 

 

 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga ) indikator  yaitu : (1) Indeks 

kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan 

Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan 

Makana; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM . 

Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat 

dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dari perhitungan 

ketiga  indikator diperoleh hasil rata -rata capaian sebesar 95 ,95 % dengan kriteria  Baik . 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. 12.  

 

 

 

MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN 
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN 
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI 
BANDUNG  
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A.  PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1  

Pada tahun 2021 , 

target yang ditetapkan 

pada indikator 

sasaran ini adalah 

sebesar 91 ,10. Indeks 

kepuasan pelaku 

usaha terhadap 

pemberian bimbingan 

dan pembinaan 

pengawasan Obat dan 

Makanan di Provinsi 

Jawa Barat sebesar 

86 ,40.  Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 

94,84%  dengan kriteria Baik .  

 

B.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJ A TAHUN 202 1 DENGAN TAHUN 20 20  
 

Indeks kesadaran 

masyarakat (awareness 

index) terhadap Obat dan 

Makanan aman  dan 

bermutu di Provinsi Jawa 

Barat pada tahun 202 1 

sebesar 86,40  sedangkan 

pada tahun 20 20  sebesar 

90 ,82 , ter jadi penurunan  

sebesar  4,42 . 

 

C.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN RENCANA 
STRATEGIS TAHUN 2020 -
2024  
 

Pada tahun 202 1, target 

indikator tersebut yang 

ditetapkan pada akhir periode 

Rencana Strate gis Tahun 

2020 -2024 sebesar 94,60 . 

Jika  capaian kinerja pada 

tahun 2021 dihitun g 
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PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN
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TAHUN 2020 DAN 2021
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terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 202 1 sebesar 91,33 % 

dengan  kriteria  Baik.  

 

D.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN KINERJA BALAI 
BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  
 

Realisasi kinerja dari 

Indeks kepuasan pelaku 

usaha terhadap 

pemberian bimbingan 

dan pembinaan 

pengawasan Obat dan 

Makanan  secara 

berturut -turut yaitu : 

Balai Besar POM di 

Makassar  (87,30 ), Balai 

Besar POM di Jakarta  

(86,70 ), Balai Besar POM 

di Bandung  (86,40) dan 

Balai Besar POM di Surabaya  (84,50). Jika realisasi kinerja indikator tersebut 

dibandingkan terhadap target nasional ( 88,00 ), maka capaian kinerja tertinggi 

adalah Balai Besar POM di  Makassar (99,20 %). Secara lengkap dapat dilihat pada 

grafik 3 .27. 

E.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI 
YANG TELAH DILAKUKAN  PADA TAHUN 2021  
 

Penyebab k eberhasilan capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:  

 Layanan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat 

dan Makanan  

 Berbaga i Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen 

di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha  yang diselenggarakan oleh 

Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan 

pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan 

administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.  

 

Alternative solusi yang telah  dilakukan untuk meningkatkan kinerja, antara lain : 

 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha d i bidang Obat dan 

Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.  
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BANDUNG MAKASSAR SURABAYA JAKARTA
Target Nasional 88,00 88,00 88,00 88,00

Realisasi 86,40 87,30 84,50 86,70

Capaian 98,18 99,20 96,02 98,52

88,00 88,00 88,00 88,00
86,40

87,30

84,50 86,70

98,18 99,20

96,02
98,52

GRAFIK 3.27
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021

DENGAN BALAI BESAR POM LAIN
"INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADP 

PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN 
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN" 
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 Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan 

lebih fokus pada materi yang berdampak langsung pada percepatan 

perijinan/sertifikasi pelaku usaha.  

 Berdasarkan hasil capaian dan ev aluasi diperoleh hasil bahwa pelaku usaha 

yang terlibat proses registrasi di Badan POM merasakan manfaat bimbingan 

dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas BBPOM Di Bandung. Petugas 

akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih responsif dan dapat  

menyampaikan informasi dengna lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh 

pelaku usaha. BBPOM Di Bandung juga akan selalu berkoordinasi dengan 

petugas Badan POM agar proses pendaftaran terutama untuk pelaku UMKM 

dapat terlaksana dengan cepat dan tepat.  

 

F.  ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN 
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA  
 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja, antara lain:  

 Layanan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaft aran Obat 

dan Makanan melalui tatap muka, whatsapp Kabayan, Telepon, email, media 

social.  

 
Gambar 3.6 Layanan Informasi  

 

 Pada tanggal 5 -6 April 2021 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Registrasi 

Pangan   dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang diikuti 

oleh 36 pelaku usaha yang telah diaudit PSB  oleh Balai Besar POM Di 

Bandung. Pelaku usaha didampingi dan dibantu untuk melakukan 

pendaftaran akun dan pendaftaran produk pangan olahan secara online oleh 

petugas dari Direktorat Registrasi  Pangan Olahan dan Balai Besar POM Di 

Bandung untuk percepatan mendapatkan nomor izin edar. Output dari 

kegiatan Desk Registrasi ini adalah telah berhasil menerbitkan 23 nomor izin 

edar (NIE), 12 akun perusahaan dan 2 rekomendasi pemeriksaan sarana . 

 Pada t anggal 23 Februari 2021 diadakan kegiatan coaching clinic terhadap 

para pelaku usaha UMKM Pangan di Kabupaten Cirebon terkait kendala -
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Gambar 3. 8 Kegiatan Desk CAPA   

 

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas  secara terperinci 

pada poin 3.2 .   

 

2.  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA 
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan 

survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 -4. Kepuasan masyarakat adalah 

hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin 

keamanan, khasia t/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh 

masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang 

diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdi ri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, 

realibility, responsiveness, assurance  dan emphaty . Untuk mengukur ke 5 (lima) 

indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks 

kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan 

melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan 

Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial 

BPOM ( tangibles ); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu s ejauh manakinerja BPOM 

dalam melakukan pengawasan ( realibility ), tindakan ( responsiveness ), memberikan 

perlindungan ( assurance ) dan kepedulian ( emphaty ) terhadap Obat dan Makanan 

beredar di masyarakat.   
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 Pengawasan Post Market melaui kegiata Inspeksi terhadap sarana produksi, 

pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan Meningkatnya kegiatan KIE yang 

diselenggarakan bersama Tokoh Masyarakat maupun yang dilakukan melalui 

media sosial pada masa pandemic covid -19.  

 

Alternatif solusi yang telah dilakukan untu k meningkatkan capaian kinerja pada 

tahun 2021, antara lain :  

 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan 

Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung  

 Meningkatkan pengawasan PreMarket serta Bimbingan dan pembinaan 

terhadap pelaku usah a terkait Obat dan Makanan  

 Meningkatkan pengawasan Post Market melaui kegiata Inspeksi terhadap 

sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan.  

 Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE. Mengembangkan 

kegiatan KIE sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat.  

 

F.  ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN 

ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA  

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja, antara lain:  

 Layanan Informasi d alam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat 

dan Makanan, Layanan Pengujian Pihak Ketiga dan Pengaduan Konsumen 

melalui tatap muka, whatsapp Kabayan, Telepon, email, media social.  

 
Gambar 3.9 Layanan Informasi  

 

 Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan 

yang dialihkan dari luring menjadi daring pada masa pandemic Covid -19.  
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Gambar  3.10  Kegiatan Bimtek kepada Pelaku Usaha secara Daring  

 

 Pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Bandung. Inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan 

distribusi Obat dan Makanan.  

 
Gambar 3.11  Kegiatan  Pengawasan Barang Beredar  

 

 Kegiatan KIE yang diselenggarakan bersama Tokoh Masyarakat maupun yang  

dilakukan melalui media sosial pada masa pandemic covid -19.  

  
Gambar 3. 12  Kegiatan KIE bekerjasama dengan tokoh masyarakat  

 

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas  secara terperinci 

pada poin 3.2 .   
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 Adanya SK Reward  and Punishment  Pelayanan Publik dan laporan pengaduan 

serta evaluasi reward and punishment . Selain itu, Publikasi reward Employee 

of the Month  di Ruang Pelayanan Publik.  

 Sarana pelayanan publi k  BBPOM di Bandung sudah terpusat dalam satu 

ruangan, meliputi: Layanan Informasi, Layanan Pengujian, Layanan 

Pengaduan, dan Layanan Sertifikasi. Selain itu, sa rana ruang tunggu 

pelayanan telah dilengkapi : Free Coffee, Akses Wifi Gratis, Kantin Kejujuran, 

Kotak Saran, Media Cetak/Media siar (TV), Area Bermain Anak, Sarana untuk 

Disabilitas dan Ruang Laktasi serta area parkir khusus tamu.  

   

   
Gambar  3.14  Sarana Pelayanan Publik BBPOM di Bandung  

 

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 

tersebut antara lain :  

 Pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Publik  

 Melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan responden Balai 

Besar POM di Bandung.  

 Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, sosialisasi atau 

webinar/seminar . 

 Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan 

Masyarakat tahun 2020 . 

 Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan FKP  berupa kegiatan  Focus 

Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan pada 

tanggal 05 Maret 2021 yang melibatkan berbagai stakeholder terkait secara 

daring dan  luring.  
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F.  ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN 

PENCAPAIAN KINERJA  

Kegiatan yang menunjang keberhasilan , yaitu  : 

 Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik yang 

diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2021  yang melibatkan berbagai 

stakeholder terkait secara daring dan luring, dengan tujuan untuk 

memberikan sosialisasi tentang terobosan yang telah dilakukan oleh Balai 

Besar POM di Bandung dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik serta 

menjaring masukan  dari pelaku usaha dan mitra kerja untuk membangun 

sistem pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung menjadi lebih baik.  

 Kegiatan Pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung, antara lain 

adanya beberapa inovasi terkait pelayanan publik antara lain LACAK, 

fasilitasi mesin EDC untuk pembayaran billing pengujian pihak ketiga,  

serta layanan Informasi dan pengaduan konsumen yang diberikan melalui 

berbagai media yaitu tatap muka, whatsapp Kabayan dan S ipetrik , telpon, 

email, media sosial lainnya, adanya maklumat pelayanan dll.  

  

 

 

 

 Pemenuhan  sarana dan prasarana pelayanan publik Balai Besar POM di 

Bandung.  
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G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 

(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  

Rekomendasi perbaikan ke depan  adalah sebagai berikut:  

 Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

Tahun 2021.  

 Melaksanakan seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Survey Kepuasan 

Masyarakat Tahun 2021.  

 Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil 

Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.  

 

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas  secara terperinci 

pada poin 3.2 .   

 

 

 

 

 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam ) indikator yang seluruhnya 

merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan ke enam  indikator diperoleh 

hasil rata -rata capaian sebesar 10 1,38%  dengan kriteria  Baik . Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 3. 18 . 

TABEL  3. 18  
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE -4  

TAHUN 20 21  

INDIKATOR  TARGET  REALISASI  CAPAIAN  KRITERIA  

1.  Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil 
inspeksi sarana produksi 
dan distribusi yang 
dilaksanakan.  

96,00%  92,10% 95,94 % Baik  

 

2.  Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil 
inspeksi yang 
ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan  

64% 56,14 % 87,72%  Cukup  

 

3.  Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu  

88,00%  101,63%  115,48%  Sangat Baik  
 

4.  Persentase sarana 
produksi Obat dan 
Makanan yang memenuhi 
ketentua n 

57 ,00%  51,13 % 89,7 1% Cukup  

 

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN 
OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK 
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG  
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 Penurunan respon dari stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan 

sarana produksi dan saran a distribusi Makanan.  

 Penurunan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.  

 

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 

tersebut antara lain:  

 Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis  

yang dipersyaratkan melalui pelatihan/workshop/bimtek/diseminasi/  

webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.  

 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan 

Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen . 

 Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil 

pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi  Makanan.  

 Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindaklanjut 

yang direncanakan, antara lain: pengendalian, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan 

setiap bulan, serta dilapor kan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan 

Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2021.  

 
G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 

(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  
 

Rekomendasi perbaikan ke depan  adalah sebagai berikut:  

 Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil 

pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.  

 Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.  

 
F.  ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci 

pada poin 3.2.   

 

2.  PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL 
INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU 
KEPENTINGAN  

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan diukur rata -rata jumlah persentase keputusan/  rekomendasi hasil inspeksi 

yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil 

inspe ksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d tahun berjalan.  
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E.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/  
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN   
Peningkatan capaian kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara 

lain :  

 Meningkatnya respon sarana terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

dimana saat ini setiap surat t indak lanjut disampaikan langsung melalui surat 

elektronik kepada sarana, sehingga dapat dipastikan pelaku usaha menerima 

dan merespon surat tindak lanjut tersebut  

 Meningkatnya kepatuhan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan 

terhadap pemenuhan re gulasi, sehingga rekomendasi yang diterbitkan lebih 

sedikit.  

 

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam 

rangka meningkatkan  capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:  

 Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil 

pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective 

Action Preventive Action  (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA  tersebut 

melalui email kantor.  

 Melengkapi data kontak berupa nomor handphone dan alamat email pemilik 

atau penanggung jawab sarana produksi dan distribusi  

 Melakukan monitoring dan evaluasi Corrective Action Preventive Action  (CAPA) 

secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.  

 
F.  UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 

(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)  
 

Rekomendasi perbaikan ke depan  adalah sebagai berikut :  

 Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanju t terhadap hasil 

pemeriksaan kepada pelaku usaha  

 Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action  

(CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.  

 Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui 

Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama 

Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan 

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.  

 Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi 

terkait  penyampaian hasil tindak lanjut dari Balai Besar POM di Bandung  

 Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku 

usaha  

  







LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI BANDUNG 
 

96  
 

 

 

 

D.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 2021 DENGAN KINERJA 
BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  
 

Realisasi kinerja 

persentase sarana 

produksi Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi ketentuan 

yaitu sebagai berikut: 

Balai Besar POM di 

Bandung 51,13%, Balai 

Besar POM di Surabaya 

57,47%, Balai Besar 

POM di Jakarta 69,02%  

dan Balai Besar POM di 

Makassar 65,5%.  Jika dibandingkan d engan target nasional ( 55%) maka capaian 

kinerjanya berturut -turut sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung 92,96%, 

Balai Besar POM di Surabaya 104,49%, Balai Besar POM di Makassar 119,09% 

dan Balai Besar POM di Jakarta 125,49%. Secara lengkap dapat dil ihat pada grafik 

3.47.  

 

E.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/  
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN   

Penurunan capaian kinerja kegiatan tersebut pada tahun 2021 disebabkan antara 

lain : 

 Pemenuhan kepatuhan GMP sarana produksi obat dan makanan kurang 

terpenuhi.  

 Penurunan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.  

 Pelaksaanaan pelayanan help desk  untuk pelaku usaha yang memerlukan 

informasi  terkait pengelolaan sarana produksi belum maksimal.  

 

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam 

rangka meningkatkan  capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:  

 Meningkatkan kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandung dengan 

mengikuti pelatihan,  

 Melakukan monitoring dan evaluasi Corrective Action Preventive Action  (CAPA) 

secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.  
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BANDUNG MAKASSAR SURABAYA JAKARTA
Target Nasional 55,00 55,00 55,00 55,00

Realisasi 51,13 65,50 57,47 69,02

Capaian 92,96 119,09 104,49 125,49

55,00 55,00 55,00 55,0051,13

65,50
57,47

69,02

92,96

119,09

104,49

125,49

GRAFIK 3.47
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021

DENGAN BALAI BESAR POM LAIN
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN 

MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" 
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G. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN 
(REKOMENDASI PERBAIKAN  KINERJA)  

 
Rekomendasi perbaikan ke depan  adalah sebagai berikut:  

 Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil 

pemeriksaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan form Corrective 

Action Preventive Action  (CAPA) dan kemudahan penyampaian CAPA tersebut 

melalui email kantor.  

 Meningkatkan monitoring p elaksanaan Corrective Action Preventive Action  

(CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.  
 Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap perencanaan yang 

dibuat pada awal tahun  

 Membuat tools untuk memudahkan monitoring dan evaluasi CAPA sehingga 

pemantauan evaluasi CAPA oleh petugas menjadi lebih terkendali  

 
H.  ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci 

pada poin 3.3.    

  

4.  PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI 
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU  

ersentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu  diukur 

dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu (termasuk c arry over tahun sebelumnya) dengan 

jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun 

sebelumnya) Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi 

pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran 

produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 

(3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk 

kosmetik; (4). Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka 

mendapatkan nomor  izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA 

dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, 

OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; (7). Surat hasil pemeriksaan importir 

kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan da lam rangka pendaftaran produk 

impor OT, Kos, SK dan (8) Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.  

  

P 
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D.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  TAHUN 202 1 DENGAN KINERJA 
BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL  

 

 Apabila dibandingkan 

capaian dengan Balai 

Besar POM provinsi lain 

yang memiliki beban 

kerja yang sama, 

hasilnya sebagai 

berikut:  

Jika dibandingkan 

dengan target Balai 

Besar POM di DKI 

Jakarta, Bal ai Besar 

POM di Surabaya  dan 

Balai Besar POM di Makassar  tahun 20 21, realisasi persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 20 21 (101,63%)  

lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Balai Besar POM di DKI Jakarta sebesar 

97,23% (dengan target 85,00%), lebih tinggi dari realisasi Balai Besar POM di 

Surabaya dengan realisasi sebesar 9 9,20 %  (dengan target 98%) dan lebih tinggi 

dibandingkan dengan realisasi  Balai Besar POM di Makassar yaitu sebesar 94,08 % 

(dengan target 96%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.43.  

 
 
 

E.  ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA 
SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN  

 
Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat 

Waktu  tahun 20 21 memenuhi  target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal 

berikut:  

 Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memudahkan pelaku 

usaha khususnya di bidang Obat dan Makanan dal am memenuhi persyaratan 

administrasi dalam rangka sertifikasi terkait perizinan usaha yaitu Nomor 

Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga Online  Single Submission  

(OSS) berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal 

Import (API ). 

 Adanya Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.03.21.125 

Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi 
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BANDUNG MAKASSAR SURABAYA JAKARTA
Target Nasional 88,00 88,00 88,00 88,00

Realisasi 101,63 94,08 99,20 97,23

Capaian 115,49 106,91 112,73 110,49

88,00 88,00 88,00 88,00

101,63 94,08
99,20

97,23

115,49

106,91
112,73 110,49

GRAFIK 3.51
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021

DENGAN BALAI BESAR POM LAIN
"PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG 

DISELESAIKAN TEPAT WAKTU" 




















































































































































































































































































